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[bookmark: _Toc209312061]ABSTRAK
Rizka Amelia. Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda. Dibawah bimbingan Bapak Rusliansyah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman self assessment system, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda sebanyak 331.250 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 1.022 dengan teknik stratified random sampling yang tersebar pada 10 kecamatan di Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Pengumpulan data dilakukan wawancara dan penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Partial Least Square (PLS).
Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Mayoritas responden telah memiliki NPWP, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan melalui SPT sesuai ketentuan, menunjukkan pemahaman yang memadai. Pemahaman ini meningkatkan disiplin perpajakan, mendukung penerimaan negara, dan membentuk budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda. Semakin baik kualitas pelayanan fiskus meliputi kemudahan akses informasi, responsivitas, sikap ramah, dan fasilitas yang memadai maka semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pelayanan fiskus yang profesional dan responsif meningkatkan kepatuhan, mengurangi kesalahan administrasi, membangun kepercayaan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda. Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten menciptakan efek jera sehingga wajib pajak lebih disiplin dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Keberadaan sanksi tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mendukung optimalisasi penerimaan negara dan membangun kesadaran wajib pajak akan konsekuensi ketidakpatuhan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman self assessment system, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda. Ketiga faktor ini mendorong wajib pajak lebih disiplin dan patuh dalam mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak. Disarankan bagi DJP dan KPP untuk meningkatkan edukasi, mengoptimalkan layanan digital, dan menerapkan sanksi secara adil dan konsisten, sementara wajib pajak dianjurkan meningkatkan literasi perpajakan dan memanfaatkan fasilitas digital. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain dan memperluas objek penelitian agar hasil lebih komprehensif.

Kata Kunci: Pemahaman self assessment system, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak
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Rizka Amelia. The Effect of Understanding the Self-Assessment System, Tax Services, and Tax Penalties on the Compliance of Individual Taxpayers (WPOP) at the Samarinda Tax Office. Under the guidance of Mr. Rusliansyah. 
This study aims to determine the effect of understanding the self-assessment system, tax services, and tax sanctions on the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) at the Samarinda Tax Office. The population in this study consisted of all individual taxpayers registered at the Samarinda Tax Office, totaling 331,250 people, with a sample size of 1,022 using stratified random sampling spread across 10 subdistricts in Samarinda. The research method used was a quantitative method with a survey approach. Data collection was conducted through interviews and the distribution of online questionnaires using Google Forms. The data obtained was then analyzed using Partial Least Square (PLS).
This study shows that understanding of the self-assessment system has a significant positive effect on the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) at the Samarinda Tax Office. The better taxpayers' understanding of tax calculation, payment, and reporting, the higher their level of compliance. The majority of respondents already have an NPWP, pay their taxes on time, and report through SPT in accordance with regulations, indicating adequate understanding. This understanding improves tax discipline, supports state revenue, and forms a culture of sustainable compliance. Tax services have a significant positive effect on the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) at the Samarinda Tax Office. The better the quality of fiscal services including ease of access to information, responsiveness, friendly attitude, and adequate facilities the higher the motivation of taxpayers to fulfill their obligations. Professional and responsive fiscal services increase compliance, reduce administrative errors, build trust, and support the optimization of state revenue. Tax penalties have a significant positive effect on the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) at the Samarinda Tax Office. The application of strict, fair, and consistent penalties creates a deterrent effect so that taxpayers are more disciplined in calculating, paying, and reporting taxes on time. The existence of sanctions not only increases taxpayer compliance but also supports the optimization of state revenue and builds taxpayer awareness of the consequences of non-compliance.
This study shows that understanding of the self-assessment system, tax services, and tax penalties has a significant positive effect on the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) at the Samarinda Tax Office. These three factors encourage taxpayers to be more disciplined and compliant in registering, calculating, paying, and reporting taxes. It is recommended that the Directorate General of Taxes (DGT) and Tax Offices improve education, optimize digital services, and apply sanctions fairly and consistently, while taxpayers are encouraged to improve their tax literacy and utilize digital facilities. Further research could add other variables and expand the research object to produce more comprehensive results.
Keywords: Understanding of the self-assessment system, tax services, tax penalties, taxpayer compliance
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Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang memiliki peluang yang besar untuk mendukung program-program pemerintah dalam mencapai tujuannya serta mendorong perubahan yang diinginkan (Aditya, 2022). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara membutuhkan anggaran untuk mendanai berbagai pengeluaran, yang dapat digunakan untuk keperluan rutin maupun proyek pembangunan. Pembangunan nasional yang berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya untuk dapat  mendukung tujuan tersebut (Nugrahani & Suryaningrum, 2023).
Dalam upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak atau sering disebut (DJP) melakukan pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak dalam menjalankan atau memenuhi tanggung jawab pajaknya (Bahir et al., 2022). Ketaatan wajib pajak sangat penting untuk mendukung kontribusi pajak dalam pembiayaan, penyelenggaraan, dan pembangunan nasional. Warga negara memberikan kontribusinya melalui kewajiban pembayaran pajak, yang menjadi sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diharapkan jumlah wajib pajak di Indonesia akan bertambah secara berkelanjutan setiap tahun (Aditya, 2022).
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Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2019-2023 dapat disajikan sebagaimana Tabel 1.1 berikut:
Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Neto
Tabel 1 Pendapatan Negara dan Hibah
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	%

	2023
	1.818.269.005.553.000
	1.867.924.662.796.514
	102,73

	2022
	1.484.972.756.790.000
	1.716.808.319.791.500
	115,61

	2021
	1.229.594.629.368.000
	1.278.697.268.724.716
	104,00

	2020
	1.198.831.330.226.540
	1.072.152.698.135.330
	89,43

	2019
	1.577.561.498.251.000
	1.332.702.180.568.618
	84,48


Sumber: pajak.go.id
Tabel 2 Belanja
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	% 

	2023
	7.082.310.652.000
	6.333.420.508.961
	89,43

	2022
	8.361.829.957.000
	7.902.120.375.229
	94,50

	2021
	7.839.947.106.000
	7.038.318.139.680
	89,78

	2020
	6.643.681.055.000
	6.372.169.760.131
	95,91

	2019
	7.313.333.483.000
	6.938.024.085.336
	94,86


Sumber: pajak.go.id
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019-2023. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan signifikan dalam anggaran (-24,01%) dan realisasi (-19,57%), akibat dampak pandemi, sedangkan pada tahun 2021-2023 menunjukkan tren pemulihan dengan kenaikan bertahap dalam anggaran dan realisasi. Persentase realisasi meningkat tajam dari tahun 2020 hingga 2022, dengan puncaknya di tahun 2022, sebelum sedikit menurun di tahun 2023. Tahun 2023 tetap menunjukkan pertumbuhan dibanding 2019-2021, meskipun kenaikan realisasi tidak sebesar tahun sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan, tren tahun 2019-2023 menunjukkan pemulihan ekonomi dengan peningkatan anggaran dan realisasi, terutama setelah dampak pandemi di tahun 2020. 
Selanjutnya, realisasi belanja neto pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan signifikan dalam anggaran (-9,16%) dan realisasi (-8,16%), akibat dampak pandemic COVID-19, sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami pemulihan ekonomi, sebelum kembali menurun tajam pada tahun 2023. Persentase realisasi terhadap anggaran fluktuatif, dengan tingkat tertinggi di tahun 2020 dan 2022, tetapi menurun pada tahun 2021 dan 2023. Penurunan anggaran dan realisasi pada tahun 2023 menjadi tren yang perlu diperhatikan, apakah karena penghematan atau faktor ekonomi lainnya.
Untuk mengevaluasi kepatuhan ataupun ketaatan wajib pajak, maka diperlukan juga pemahaman yang mendalam mengenai seluruh peraturan perpajakan, perhitungan jumlah pajak yang terutang secara tepat, pembayaran pajak tepat waktu serta mengisi formulir dengan rinci dan akurat, serta pelaporan jumlah pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan (Kurniawan & Nugroho, 2021). Pada dasarnya, dalam melaksanakan kewajiban pajak, kepatuhan wajib pajak selain mencerminkan ketaatan, kepatuhan dan kedisiplinan, namun juga harus disertai dengan sikap kritis (Andrianus, 2015). Meningkatnya jumlah wajib pajak tidak selalu mencerminkan tingkat kepatuhan mereka saat membayar pajak. Maka dari itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang diterapkan adalah melalui sistem self assessment, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri (Aditya, 2022).
Meskipun sistem self assessment memungkinkan wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya secara mandiri, dalam praktiknya sistem ini seringkali sulit untuk berfungsi dengan optimal dan dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan (Deni & Aidil, 2023). Pemerintah harus memiliki kepercayaan sepenuhnya terhadap wajib pajak, karena sistem self assessment mengharuskan wajib pajak memahami dengan jelas peraturan perpajakan yang berlaku, agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat (Deni & Aidil, 2023). 
Sistem self assessment mengharuskan masyarakat memiliki pengetahuan disiplin perpajakan yang tinggi, dan sistem self assessment bercirikan kepastian hukum, kemudahan penghitungan, kemudahan pelaksanaan, serta perpajakan yang lebih adil dan merata. Sistem self assessment ini menggantikan sistem pemungutan pajak yang lama, yaitu sistem official assessment (Lubis et al., 2019). Perubahan ke sistem self assessment ini melibatkan tidak hanya pihak fiskus, tetapi juga keterlibatan langsung dari wajib pajak itu sendiri. Mengingat beberapa kelemahan yang ada pada sistem ini, faktor kepatuhan wajib pajak menjadi sangat krusial untuk memastikan kesuksesan pada sistem self assessment (Nugrahani & Suryaningrum, 2023). 
Pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai upaya petugas pajak untuk dapat membantu wajib pajak dalam menangani atau mempersiapkan segala kebutuhan terkait kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan disiplin wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, kualitas layanan dan komunikasi dari fiskus kepada wajib pajak harus ditingkatkan oleh petugas pajak (Aditya, 2022). 
Layanan perpajakan yang prima yang dapat memuaskan kebutuhan wajib pajak disebut sebagai pelayanan perpajakan yang berkualitas tinggi. karena opini wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan juga akan semakin membaik jika pelayanan perpajakan tersebut sangat berkualitas (Fajrin, W & Kosasih, 2021). Oleh karena itu, petugas pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan yang akurat, andal, dan dapat dipercaya kepada wajib pajak, serta menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak (Yuesti et al., 2023).
Selain itu dengan adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan tujuan utama untuk mencegah pelanggaran dan memastikan pemenuhan kewajiban sesuai peraturan yang ada (Yuesti et al., 2023). Sanksi perpajakan sangat penting, mengingat Indonesia menerapkan sistem self assessment pada proses pemungutan pajaknya. Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka diperlukan peraturan yang memberikan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan atau penyimpangan di bidang perpajakan (Sofyan & Sudirgo, 2023). Penerapan sanksi pajak juga bertujuan sebagai disinsentif untuk wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan. Ada dua jenis sanksi yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana (Nugrahani & Suryaningrum, 2023). Dengan keberadaan sanksi perpajakan, diharapkan wajib pajak akan merasa terdorong untuk memenuhi kewajibannya Saat membayar pajak, sanksi yang diterapkan harus jelas dan seimbang, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Aditya, 2022).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muh. Desdyandi Pratama dkk l;lf(2023) mengkaji pengaruh sistem self assessment dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem self assessment dan penerapan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP tersebut (Pratama et al., 2023). 
Penelitian yang dilakukan oleh Septiana dan Rissa (2023) mengkaji pengaruh penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini mencakup wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Rahayu & Agista, 2023).
Dalam penelitian ini, penulis fokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Alasan penulis meneliti di KPP Pratama Samarinda karena KPP Pratama Samarinda sangat relevan dengan topik penelitian, yaitu mengenai dengan perpajakan atau kepatuhan wajib pajak maka dari itu KPP Pratama Samarinda adalah pilihan yang tepat, selain itu KPP Pratama Samarinda merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak di wilayah tersebut. KPP Pratama Samarinda juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola penerimaan pajak, potensi pajak di Samarinda relatif besar sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut.
Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safitri & Atmaja (2024) dengan judul Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang, karena penulis menambahkan atau mengganti beberapa variabel. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan yang signifikan seperti alat analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya, sehingga menciptakan research gap penelitian antara studi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi penting dan memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan fokus lokasi di KPP Pratama Samarinda.
Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena adanya fenomena, yaitu kurangnya pengetahuan, karena wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian kesulitan memahami peraturan karena peraturan perpajakan seringkali kompleks dan sulit dipahami. Dan kesadaran rendah, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Peneliti akan menguji apakah variabel self assessments system, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda dan apakah hasilnya dapat membantu meningkatkan strategi perpajakan lokal yang tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial di Samarinda dan wilayah sekitarnya. 
Selain itu, pemilihan variabel X, yaitu sistem self assessment, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, terhadap variabel Y, yaitu kepatuhan wajib pajak, didasarkan pada relevansi dan pengaruh langsung yang dimiliki masing-masing variabel terhadap perilaku wajib pajak. Sistem self assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri, yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Selain itu, pelayanan fiskus yang baik, seperti informasi yang jelas dan responsif, dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, sanksi pajak berfungsi sebagai pendorong untuk mematuhi peraturan perpajakan, di mana adanya ancaman sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dengan mengkaji ketiga variabel ini, kita dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif.
1.2 [bookmark: _Toc180774358][bookmark: _Toc180775144][bookmark: _Toc181724279][bookmark: _Toc209312071]Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka  peneliti akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk177031184]Bagaimana pengaruh pemahaman self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda?
1.3 [bookmark: _Toc180774359][bookmark: _Toc180775145][bookmark: _Toc181724280][bookmark: _Toc209312072]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda.
1.4 [bookmark: _Toc180774360][bookmark: _Toc180775146][bookmark: _Toc181724281][bookmark: _Toc209312073]Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, meliputi:
1. Manfaat Teoritis 
a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, baik untuk penelitian selanjutnya maupun bagi masyarakat, mengenai pengaruh penerapan sistem self assessment, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur mengenai hasil penelitian pengaruh penerapan sistem self assessment, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan penelitian ini bisa memberi kemanfaatan untuk berbagai pihak, diantaranya: 
a. Bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai pajak baik secara teori maupun praktik, khususnya yang berkaitan dengan sistem self assessment, pelayanan fiskus, dan dampak dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b. Bagi Instansi. Dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemahaman sistem self assessment, pelayanan fiskal, dan sanksi perpajakan, diharapkan dapat membantu KPP Pratama Samarinda dalam upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi.
c. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka, serta mendorong mereka untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar pajak, guna mendukung peningkatan penerimaan pajak di kota Samarinda.
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[bookmark: _Toc180774361][bookmark: _Toc180775147][bookmark: _Toc181724282][bookmark: _Toc209312074]BAB II
[bookmark: _Toc180774362][bookmark: _Toc180775148][bookmark: _Toc181724283][bookmark: _Toc207707302][bookmark: _Toc209312075]TINJAUAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc180774363][bookmark: _Toc180775149][bookmark: _Toc181724284][bookmark: _Toc209312076]Dasar Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc180774364][bookmark: _Toc180775150][bookmark: _Toc181724285][bookmark: _Toc209312077]Theory of Planned Behavior (TPB) 
Theory of Planned Behavior (TPB) diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun (1991) sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), yang sebelumnya dirumuskan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun (1980). Pada Theory of Planned Behavior merupakan kerangka kerja psikologis yang sering digunakan untuk memahami perilaku manusia, termasuk perilaku yang terkait dengan kepatuhan pajak. teori ini juga sering diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam studi-studi tentang kepatuhan pajak (Bahir et al., 2022). Adapun tujuan utama dari teori ini adalah untuk menganalisis perbedaan antara sikap, niat, dan perilaku setiap individu. Semakin kuat tekad seseorang untuk berperilaku tertentu, maka semakin tinggi kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan terlaksana (Sofyan & Sudirgo, 2023).
 Dalam Theory of Planned Behavior, perilaku manusia ini dapat didasarkan dengan tiga jenis pertimbangan, yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs (Kusbandiyah et al., 2022). Menurut Dr. Mahyarni (2022) dalam penelitiannya, berikut adalah penjelasan mengenai ketiga jenis pertimbangan tersebut, yaitu:
1. Behavioral Beliefs (keyakinan berperilaku)


Menurut Ajzen (2005), sikap pada perilaku ini ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh tentang adanya konsekuensi dari perilaku tersebut. 
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Terdapat hubungan antara keyakinan dan cara seseorang melihat dunia, termasuk pandangan subjektif tentang dirinya, dalam teori perilaku ini, Ajzen mengatakan bahwa keyakinan dapat diungkapkan dengan menghubungkan suatu perilaku yang akan kita prediksi dengan berbagai keuntungan atau kerugian yang dapat kita peroleh, jika kita melakukan ataupun tidak melakukan perilaku tersebut.  Adapun sikap ini terbentuk dari keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku tersebut, yang dapat mempengaruhi niat mereka untuk melakukannya.
2. Normative Beliefs (keyakinan normatif)
Keyakinan normatif merujuk pada keyakinan seseorang terhadap harapan-harapan yang ada di masyarakat dan dorongan untuk memenuhi harapan tersebut. Tekanan sosial yang dirasakan atau norma subjektif muncul sebagai akibat dari keyakinan normatif ini (Kusbandiyah et al., 2022). Keyakinan normatif juga dapat diartikan dengan berinteraksi oleh dua komponen lainnya, Sikap terhadap suatu perilaku dan persepsi kontrol yang dimiliki terhadap perilaku tersebut biasanya berperan dalam membentuk niat seseorang untuk berperilaku tertentu. Kemudian niat ini menjadi prediktor utama dari tindakan aktual yang diambil oleh individu. Dengan demikian, norma subjektif dapat dianggap sebagai salah satu determinan penting dalam memprediksi perilaku manusia
3. Control Beliefs (keyakinan kontrol)
Keyakinan kontrol atau disebut dengan control perilaku merupakan perasaan seseorang tentang seberapa mudah atau sulit seseorang untuk mewujudkan perilaku tertentu. Keyakinan kontrol ini dapat menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Afrianty, 2021).
Teori ini diterapkan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka kerja yang efektif untuk menganalisis bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi terhadap kendali perilaku mempengaruhi kepatuhan pajak individu. Dengan penerapan teori ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aspek psikologis yang mempengaruhi kepatuhan pajak serta merancang strategi intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Afrianty, 2021).
2.1.2 [bookmark: _Toc180774367][bookmark: _Toc180775153][bookmark: _Toc181724286][bookmark: _Toc209312078]Kepatuhan Wajib Pajak
Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan bentuk dari kepatuhan pajak. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Yadinta et al., 2018). Dalam konteks pajak, "kepatuhan" merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk secara sistematis memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak mencakup pelaporan data yang diperlukan tepat waktu, penghitungan kewajiban pajak yang benar dan pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu tanpa perlu dilakukan pemeriksaan (Willmart, 2020).
Keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditentukan disebut juga sebagai kepatuhan perpajakan. Ketika pembayar pajak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membantu kemajuan pembangunan, yang diharapkan dapat dilakukan secara sukarela, ini disebut dengan kepatuhan pajak. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem penilaian mandiri (self assessment), yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya, Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting (Lubis et al., 2019). Menurut (Purba, 2021), indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:
1. Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
Hal ini menunjukkan pentingnya menghitung pajak secara akurat. Diharapkan masyarakat memahami pajak dan menerapkan undang-undang perpajakan terkait, seperti penghasilan kena pajak, tarif pajak, dan pemotongan. Karena jika adanya kesalahan dalam perhitungan dapat menyebabkan kewajiban pajak yang lebih rendah atau lebih tinggi dari seharusnya, dan dapat mengakibatkan sanksi administratif atau hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan perhitungan yang akurat, wajib pajak harus melakukan pemeriksaan berkala dan menggunakan program akuntansi yang tepat.
2. Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya.
Karakteristik penting dari tanggung jawab wajib pajak adalah kemampuan dalam membayar pajak tepat waktu. Dalam hal ini, bagi wajib pajak sangat diperlukan untuk memiliki sistem manajemen keuangan yang baik serta pengaturan pengingat untuk tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, karena jika dalam pembayaran pajak terlambat dapat menyebabkan denda dan bunga yang merugikan keuangan mereka. Wajib pajak dapat menghindari sanksi dan membantu kemajuan negara dengan membayar pajak tepat waktu.
3. Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan.
Dalam hal ini wajib pajak diharuskan untuk mematuhi semua undang-undang perpajakan yang relevan. Karena melanggar peraturan pajak dapat menimbulkan dampak besar, termasuk hukuman pidana dan administratif. Oleh karena itu, wajib pajak harus terus belajar tentang undang-undang perpajakan dan mengikuti kursus atau pelatihan terkait. Dengan mematuhi peraturan maka dapat meningkatkan lingkungan bisnis dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
4. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, karena tindakan pidana dibidang perpajakan.
Dalam hal ini menunjukkan integritas dan moralitas dalam perilaku wajib pajak. Tidak dikenakan hukuman pidana menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tidak terlibat dalam praktik ilegal seperti penggelapan pajak atau penyampaian informasi yang salah kepada otoritas pajak. Wajib pajak harus selalu jujur dan transparan dalam semua transaksi keuangan mereka untuk menjaga reputasi dan menghindari masalah hukum.
Menurut Pipit (2018) dalam penelitiannya, kepatuhan wajib pajak ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material


1. Kepatuhan Formal 
Kepatuhan formal dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan formal meliputi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, membayar SPT tahunan tepat waktu, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan kewajiban pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan Material
Wajib pajak yang mematuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan tujuan dan substansi undang-undang perpajakan, serta mengisi SPT dengan kejujuran, akurasi, dan kebenaran, dianggap telah memenuhi kepatuhan material serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tepat waktu dianggap telah memenuhi syarat kepatuhan material.
2.1.3 [bookmark: _Toc180774368][bookmark: _Toc180775154][bookmark: _Toc181724287][bookmark: _Toc209312079]Self Assessment System
Sistem Self Assessment adalah salah satu sistem perpajakan yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya (Migaus, 2016). Pemerintah berharap bahwa penerapan sistem self assessment ini mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan dari pajak. Namun, sistem ini juga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan penyimpangan, seperti tidak melaporkan kewajiban pajak mereka dengan benar (Cahyono & Trihastuti, 2023).
Sistem self assessment merupakan metode pengumpulan pajak yang memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, melunasi, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Keberhasilan sistem ini di Indonesia sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Harapannya, melalui penerapan sistem ini, kesadaran akan pentingnya membayar pajak dapat meningkat sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan negara yang didapatkan melalui sektor pajak. Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi ini dapat dicapai dengan memberikan layanan yang lebih berkualitas dari kantor pajak seperti keamanan, kenyamanan, dan pelayanan yang cepat (U. Ulfa et al., 2024). 
Sesuai dengan prinsip self assessment, setiap wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. Adapun menurut Rahayu (2010 : 101-102) indikator wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya antara lain:
1. [bookmark: _Hlk177982767]Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak.
Pendaftaran di kantor pelayanan pajak (KPP) merupakan suatu langkah pertama yang sangat penting dalam sistem penilaian diri sendiri. Wajib pajak dapat terdaftar secara resmi sebagai subjek pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui proses ini. Karena dengan memiliki NPWP, mereka dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, pendaftaran membantu otoritas pajak dalam menemukan dan mengawasi individu yang wajib membayar pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan dan transparansi sistem perpajakan.
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban wajib pajak untuk melakukan perhitungan secara akurat berapa banyak pajak yang harus dibayarkan. Dalam sistem penilaian pribadi, wajib pajak tidak hanya bertanggung jawab untuk melaporkan pendapatan mereka tetapi juga bertanggung jawab untuk menghitung pajak yang wajib dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Untuk menghindari suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda, sangat penting untuk memiliki kemampuan untuk menghitung pajak dengan benar. Akibatnya, wajib pajak harus memahami berbagai bagian perhitungan pajak, termasuk tarif pajak, potongan, dan penghasilan kena pajak.
3. Menyetor pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak.
Setelah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, langkah selanjutnya adalah menyetorkan pajak ke KPP. Untuk menghindari denda keterlambatan, penyetoran ini harus dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Penyetoran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui transfer bank atau langsung di kantor pajak. Dengan melakukan penyetoran, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban pajak mereka, tetapi juga mendukung pendanaan negara untuk pembangunan layanan publik dan infrastruktur.

4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada direktur jenderal pajak.
Setelah melakukan penyetoran, wajib pajak harus melaporkan penyetoran tersebut melalui formulir laporan yang sesuai kepada Direktur Jenderal Pajak. Otoritas pajak dapat memantau kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan baik melalui laporan ini, yang berfungsi sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sendiri dapat menghadapi masalah hukum apabila laporan mereka terlambat atau tidak akurat.
2.1.4 [bookmark: _Toc180774369][bookmark: _Toc180775155][bookmark: _Toc181724288][bookmark: _Toc209312080]Pelayanan Fiskus
Selain itu, dalam memahami hak dan kewajiban fiskus merupakan hal yang penting untuk memahami bagaimana fiskus seharusnya melayani wajib pajak dengan baik. Undang-undang perpajakan mengatur hak dan kewajiban fiskus, seperti membina wajib pajak, menetapkan ketetapan, dan membayar pajak. Pelayanan fiskus berarti bahwa petugas pajak dapat membantu, mengelola, dan menyusun semua kewajiban pajak (Veronica, 2015).
Kualitas pelayanan fiskus yang ditandai dengan penyediaan informasi yang akurat dan sikap petugas yang ramah, sabar, serta empati, merupakan kunci utama dalam keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang edukatif dan persuasif sebelum menerapkan tindakan represif seperti pemeriksaan dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, pelayanan fiskus mencakup pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penerimaan dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), hingga pengelolaan keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak (Nugrahani & Suryaningrum, 2023). 
Seiring dengan perkembangan teknologi, pelayanan fiskus semakin ditingkatkan melalui sistem perpajakan elektronik, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Registration, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan adanya pelayanan yang optimal, fiskus diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mendorong penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional. Dalam memberikan layanan kepada wajib pajak, DJP mengatakan bahwa pelayanan fiskus terbaik harus sopan dan mempunyai sifat yang ramah, responsif, teliti dan cepat. Maka dari itu, wajib pajak tidak boleh membuat layanan menjadi sulit (Willmart, 2020). 
Terdapat korelasi positif antara kualitas pelayanan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin kualitas pelayanan yang diberikan, semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Bahir et al., 2022). Menurut Albari (2009) indikator dari pelayanan fiskus adalah sebagai berikut:
1. Keandalan (reliability)
Kemampuan instansi pajak untuk memberikan layanan yang akurat dan konsisten sesuai dengan janji mereka disebut sebagai keandalan dalam pelayanan fiskus. Hal ini mencakup penyediaan informasi dan layanan dengan benar dan tepat waktu. Untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, keandalan sangat penting. Persepsi positif wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan dapat membangun kepercayaan dan mendorong mereka untuk menjadi wajib pajak yang taat.
2. Jaminan (assurance)
Dalam konteks pelayanan fiskal, jaminan berarti adanya keyakinan dan keamanan bagi wajib pajak bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan dipenuhi. Ini mencakup hal-hal seperti perlindungan data pribadi, transparansi proses perpajakan, dan kepastian hukum terkait kewajiban dan hak wajib pajak. Jaminan yang kuat dapat meningkatkan rasa aman bagi wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.
3. Responsif (responsiveness)
Dalam hal ini responsif menunjukkan kemampuan instansi pajak untuk menanggapi kebutuhan dan pertanyaan wajib pajak dengan cepat, termasuk memberikan informasi yang diperlukan dengan cepat, menangani masalah atau keluhan, dan memberikan solusi yang tepat. Tingkat responsif yang tinggi menunjukkan bahwa instansi pajak peduli terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga mereka dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan.
4. Empati (empathy)
Dalam pelayanan fiskal, empati berarti bahwa petugas pajak memperhatikan dan memahami kondisi dan kebutuhan wajib pajak, yang tercermin dalam sikap yang ramah, sopan, dan penuh perhatian saat berinteraksi dengan mereka. Ketika petugas pajak menunjukkan empati, wajib pajak merasa dihargai dan dipahami, yang dapat memperkuat hubungan mereka dengan otoritas pajak dan mendorong kepatuhan.
5. Berwujud (tangibles)
Aspek fisik pelayanan fiskus, termasuk fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang mendukungnya, disebut indikator berwujud. Ini termasuk ruang layanan yang nyaman, penggunaan teknologi informasi yang memadai, dan profesionalisme petugas pajak. Wajib pajak yang berkualitas cenderung memiliki pengalaman yang positif dalam berinteraksi dengan lembaga pajak.
2.1.5 [bookmark: _Toc180774370][bookmark: _Toc180775156][bookmark: _Toc181724289][bookmark: _Toc209312081]Sanksi Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:62) dalam penelitian A. Rudolof dkk, (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak menjamin bahwa peraturan perpajakan akan diikuti, dipatuhi, dan dipatuhi (Tulenan et al., 2017).
Jika Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran, mereka akan diberikan sanksi pajak sebagai akibat dari sifat pajak yang bersifat memaksa atau sanksi perpajakan memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk memastikan bahwa ketentuan dan peraturan perpajakan dipatuhi (Silalahi & Asalam, 2022). Untuk mencegah seseorang melanggar peraturan atau undang-undang, maka sanksi diperlukan (Huda & Merliyana, 2020). Mengingat Indonesia menganut sistem self assessment, maka keberadaan sanksi perpajakan menjadi sangat krusial untuk mendorong wajib pajak agar taat terhadap ketentuan perpajakan (Sofyan & Sudirgo, 2023).
Menurut Purwono (2010:68) dalam penelitian M. Rusyidi, (2018) sanksi perpajakan, berdasarkan sifat pelanggarannya, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif yang bersifat non-pidana dan sanksi pidana yang memiliki konsekuensi hukum lebih berat (Rusyidi & Nurhikmah, 2018).
1. Sanksi Administratif
Dalam rangka menegakkan disiplin perpajakan, undang-undang telah mengatur berbagai jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pajak. Sanksi administratif memaksa wajib pajak untuk mematuhi Undang-Undang Perpajakan, tetapi itu tidak berarti pejabat pajak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut. 
Pejabat pajak tidak boleh menggunakan jabatannya untuk bertindak di luar aturan yang ada agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak yang dilakukan oleh pejabat itu sendiri, yang notabennya adalah orang yang harus membimbing ataupun mengarahkan agar wajib pajak dapat taat terhadap peraturan. Pejabat pajak juga harus menjalankan wewenang mereka sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya (Asnawi & Mukhlishin, 2017). Terdapat tiga jenis sanksi administratif, yakni denda, bunga, dan kenaikan.


2. Sanksi Pidana
Menurut undang-undang perpajakan, sanksi pidana dalam konteks perpajakan berfungsi sebagai instrumen hukum yang paling tegas, yang hanya diberlakukan sebagai upaya terakhir ketika langkah-langkah administratif lainnya terbukti tidak efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Karena pelanggaran dan tindak kejahatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat mengurangi pendapatan negara, maka dengan itu hukum pidana tersebut diterapkan (Pratama et al., 2023).
Adanya pelanggaran dan kejahatan, sehingga hukum pidana ini diterapkan. Istilah “kelalaian” dalam konteks pajak mengacu pada ketidaksengajaan, kecerobohan, kelalaian, atau ketidaksengajaan dalam membayar pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Namun, dengan sengaja melalaikan kewajiban perpajakan untuk mengurangi penerimaan negara juga dianggap sebagai tindakan kriminal (Asnawi & Mukhlishin, 2017). Adapun sanksi pidana ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sanksi kurungan dan pidana penjara (Pratama et al., 2023).
Menurut Mulyati & Ismanto (2021), indikator dari sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:
1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
Seringkali, wajib pajak terlambat melaporkan dan membayar pajak mereka. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sanksi sebagai konsekuensi bagi mereka yang tidak melakukannya. Sanksi ini bertujuan untuk memotivasi wajib pajak untuk agar lebih tertib melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
2. Tingkat penerapan sanksi.
Berat ringannya sanksi yang dikenakan berdampak besar oleh wajib pajak. Adanya penegakan hukum yang tegas dan adil dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda secara konsisten dan terbuka membantu meningkatkan kepatuhan pajak karena masyarakat lebih cenderung untuk menaati hukum jika mereka yakin bahwa pelanggaran akan mempunyai dampak yang nyata.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi berfungsi juga untuk mendorong wajib pajak agar dapat lebih patuh. Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di masyarakat yang mendukung kewajiban perpajakan.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Meski penghapusan sanksi memberikan lebih banyak kebebasan kepada wajib pajak, namun dalam situasi ini justru bisa mengurangi kepatuhan jika tidak diimbangi dengan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Penghapusan sanksi dapat membuat orang percaya bahwa pelanggaran tidak akan memiliki konsekuensi, yang mengurangi keinginan untuk mematuhi peraturan pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengambil pendekatan yang mengimbangi penegakan sanksi dengan upaya pendidikan.
2.2 [bookmark: _Toc180774371][bookmark: _Toc180775157][bookmark: _Toc181724290][bookmark: _Toc209312082]Penelitian Terdahulu
Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dasar pertimbangan, yaitu:
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	[bookmark: _Hlk182942622]No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Bahir et al., (2022)
	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan fiskus, Self Assessment, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, self assessment dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Variabel independen, yaitu Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Self Assessment System dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Lokasi dan alat analisisnya berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisisnya sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya.

	2.
	Deni & Aidil (2023)
	Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, dan
	Berdasarkan hasil penelitian dari tahun 2018 hingga 2020, sebuah konsep penilaian mandiri dikembangkan
	Variabel independen, yaitu Self Assessment System, Pelayanan
	Lokasi dan alat analisisnya berbeda, penelitian terdahulu melakukan
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	Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2018 – 2020
	Sistem self assessment berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berdampak positif signifikan terhadap kepuasan wajib pajak, dan pelayanan fiskus berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak dan pemahaman sistem self assessment. Dengan dampak positif, sosialisasi pajak dan layanan keuangan memiliki dampak yang signifikan
	Fiskus dan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	penelitian di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisisnya sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya.

	3.
	Safitri & Atmaja, (2024)
	Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang
	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Self Assessment System, Aplikasi E-Billing dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan
	Variabel independen, yaitu Self Assessment System, Sanksi Pajak dan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	Lokasi dan alat analisisnya berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisisnya sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Samarinda
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	Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerapan E-Billing dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
	
	dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya.

	4.
	Berly Tehuayo et al., (2023)
	Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon)
	Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) Self assessment system berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Variabel independen, yaitu Self Assessment System, Sanksi Pajak variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	melakukan penelitian di KPP Pratama Ambon dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisisnya sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya.

	5.
	Yuesti et al., (2023)
	Pengaruh Sanksi, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP
	Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa sanksi , layanan fiscus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
	Variabel independen, yaitu Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Lokasi dan alat analisisnya berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitiannya di KPP Pratama Denpasar Timur dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisisnya sedangkan 
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	pajak orang pribadi.
	
	penelitian sekarang di KPP Pratama Samarinda  dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya
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2.3 [bookmark: _Toc180774372][bookmark: _Toc180775158][bookmark: _Toc181724291][bookmark: _Toc209312083]Kerangka Konseptual
Teori Perilaku Terencana (Teori of Planned Behavior) yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh niat. Niat ini terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Dalam konteks sistem self assessment, pemahaman yang baik dan keyakinan diri wajib pajak terhadap kemampuannya dalam menjalankan sistem ini akan meningkatkan kecenderungan mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.
Theory of Planned Behavior membantu memahami bagaimana pemahaman tentang (behavioral beliefs) keyakinan perilaku, Pada tahap penerapan sistem self assessment, keyakinan wajib pajak terhadap hasil yang akan diperoleh dari perilaku patuhnya akan sangat dipengaruhi. Dengan kata lain, sistem ini akan mendorong wajib pajak agar taat dalam melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Selain itu, norma subjektif yang berasal dari lingkungan sosial juga memiliki peran penting bagi wajib pajak. 
Ketika seseorang bertindak, ia cenderung memiliki keyakinan terhadap harapan normatif dari orang lain serta termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dukungan dalam bentuk pelayanan berkualitas dari petugas pajak serta prosedur yang efektif dan efisien dapat semakin mendorong kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang terakhir adalah kontrol perilaku, yang memiliki keterkaitan dengan sanksi pajak yaitu membantu wajib pajak merasa lebih terkontrol terhadap konsekuensi ketidakpatuhan. Jika wajib pajak tahu apa yang mungkin terjadi apabila tidak patuh terhadap pajak, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam melanggar peraturan perpajakan.
Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teori yang relevan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor seperti pemahaman sistem self assessment, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sanksi pajak (variabel independen) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak individu (variabel dependen). Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda. Berdasarkan penjelasan diatas bisa digambarkan kerangka konsep berikut ini:
[bookmark: _Hlk181660133]







Model Kerangka Konsep Penelitian
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Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah, 2024
2.4 [bookmark: _Toc180774373][bookmark: _Toc180775159][bookmark: _Toc181724292][bookmark: _Toc209312084]Pengembangan Hipotesis
2.4.1 [bookmark: _Toc180774374][bookmark: _Toc180775160][bookmark: _Toc181724293][bookmark: _Toc209312085]Pengaruh Pemahaman Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Sistem Self Assessment memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk mengelola segala urusan perpajakannya sendiri, mulai dari pendaftaran, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak sangat bergantung pada kejujuran dan ketepatan wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban tersebut (Bahir et al., 2022).  Pemahaman yang mendalam mengenai sistem self assessment merupakan kunci untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.  
Pada Theory of Planned Behavior terdiri beberapa macam faktor satu diantaranya Behavioral Beliefs atau keyakinan perilaku yang bisa dikaitkan dengan self assessment system. Keyakinan perilaku mengacu pada persepsi seseorang mengenai konsekuensi dari suatu tindakan, Jika wajib pajak memiliki keyakinan perilaku yang positif terhadap sistem self assessment, seperti meyakini bahwa sistem ini adil, transparan, dan efektif, maka mereka cenderung lebih patuh.
Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki keyakinan perilaku yang negatif, misalnya merasa sistem ini rumit, tidak adil, atau bahwa ada ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, maka tingkat kepatuhan mereka cenderung menurun. Mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk melaporkan pajak dengan benar atau bahkan mencoba menghindari pajak. Jadi, keyakinan perilaku wajib pajak memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sistem self assessment. Pemerintah perlu berupaya membangun dan memelihara keyakinan positif ini melalui edukasi, transparansi, dan penegakan hukum yang adil.
[bookmark: _Hlk178894934]Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan hasil yang konsisten mengenai dampak positif sistem self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak. Baik itu penelitian yang dilakukan oleh Bahir et al, (2022) di KPP Pratama Denpasar Timur maupun penelitian yang dilakukan oleh Deni dan Aidil (2023) di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, keduanya menyimpulkan bahwa penerapan sistem self assessment secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yang pertama sebagai berikut:
H1 : Pemahaman self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda.
2.4.2 [bookmark: _Toc180774375][bookmark: _Toc180775161][bookmark: _Toc181724294][bookmark: _Toc209312086]Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pelayanan fiskus yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, baik dari segi tujuan maupun kenyataannya, penerimaan pajak akan meningkat (Bahir et al., 2022). Kualitas pelayanan fiskus memainkan peran penting dalam membangun sikap positif wajib pajak terhadap proses perpajakan. Proses ini melibatkan interaksi antara fiskus dan wajib pajak, di mana pelayanan yang diberikan oleh fiskus berperan dalam mempengaruhi pandangan dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Willmart, 2020). 
Layanan pajak yang baik, yang mencakup kemudahan akses informasi, jawaban yang cepat atas pertanyaan, dan bantuan dalam proses pelaporan pajak, bisa mendorong peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan. Wajib pajak akan lebih cenderung bekerja sama dan patuh ketika mereka merasa terdorong dan mendapat informasi yang cukup tentang tanggung jawab pajak mereka. Selain itu, dengan meringankan beban dan tantangan yang mereka hadapi, layanan yang efisien dapat meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. 
[bookmark: _Hlk190902630]Pada Theory of Planned Behavior terdiri beberapa macam faktor satu diantaranya Normative Beliefs atau keyakinan normatif yang bisa dikaitkan dengan pelayanan fiskus. Keyakinan normatif merupakan persepsi dari seseorang tentang tekanan sosial atau harapan dari orang lain seperti keluarga, teman, atau komunitas pikirkan tentang kepatuhan pajak. Jika fiskus memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan membantu, wajib pajak cenderung merasa bahwa kepatuhan pajak adalah norma sosial yang positif dan didukung oleh lingkungan sekitarnya. 
Sebaliknya, jika pelayanan fiskus kurang baik, tidak responsif, atau bahkan korup, wajib pajak mungkin merasa bahwa kepatuhan pajak bukanlah norma yang penting atau dihargai. Hal ini dapat menurunkan motivasi mereka untuk patuh, karena mereka merasa tidak ada tekanan sosial atau dukungan untuk melakukannya. Jadi, pelayanan fiskus yang baik berperan penting dalam membentuk normative beliefs yang positif, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _Hlk178895865]Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bahir et al, (2022), dan  penelitian yang dilakukan oleh Yuesti et al, (2023) di KPP Pratama Denpasar timur memperkuat temuannya bahwa pelayanan fiskus yang baik dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yang kedua sebagai berikut:
H2 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda.
2.4.3 [bookmark: _Toc180774376][bookmark: _Toc180775162][bookmark: _Toc181724295][bookmark: _Toc209312087]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam rangka mendukung keberhasilan sistem self assessment, pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur sanksi perpajakan. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, serta menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sifat memaksa dari kewajiban perpajakan mengharuskan adanya konsekuensi hukum yang tegas bagi setiap pelanggaran ketentuan perpajakan (Bahir et al., 2022).
Penerapan sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, keberhasilan penerapan sanksi tidak hanya bergantung pada tingkat keparahan sanksi yang diterapkan, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, serta kontroversi dan konsekuensi yang timbul akibat penerapan sanksi tersebut (Yuesti et al., 2023).
Pada Theory of Planned Behavior terdiri beberapa macam faktor satu diantaranya Control Beliefs atau keyakinan kontrol yang bisa dikaitkan dengan sanksi pajak. keyakinan kontrol merupakan perasaan seseorang tentang kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya. Jika sanksi pajak dianggap adil, jelas, dan diterapkan secara konsisten, wajib pajak akan merasa bahwa mereka memiliki kontrol yang lebih besar untuk menghindari sanksi tersebut dengan cara mematuhi peraturan. Mereka akan meyakini bahwa "jika saya mengikuti aturan, saya bisa menghindari masalah". Ini akan meningkatkan kepatuhan.
Namun, jika sanksi pajak dianggap tidak adil, tidak jelas, atau diterapkan secara sewenang-wenang, wajib pajak akan merasa bahwa mereka memiliki sedikit kontrol atas situasi tersebut. Hal ini dapat menurunkan kepatuhan, karena mereka merasa tidak ada gunanya mencoba mematuhi jika hasilnya tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Dengan demikian, sanksi pajak yang efektif harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan control beliefs wajib pajak, yaitu keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mematuhi peraturan dan menghindari sanksi.
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuesti et al, (2023) di KPP Pratama Denpasar timur dan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Atmaja di KPP Pratama Kosambi Tangerang, memperkuat temuan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara penerapan sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yang ketiga sebagai berikut:
H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda.
2.5 [bookmark: _Toc181724296][bookmark: _Toc209312088]Model Penelitian
Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memeriksa pengaruh variabel-variabel bebas, yaitu sistem self assessment (X1), pelayanan fiskus (X2), dan sanksi pajak (X3), terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Model pengukuran yang digunakan adalah model indikator reflektif, di mana variabel terikat dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Model penelitian disajikan pada gambar berikut ini:
[image: ]
[bookmark: _Toc181724147]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2024
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[bookmark: _Toc180774377][bookmark: _Toc180775163][bookmark: _Toc181724297][bookmark: _Toc209312089][bookmark: _Hlk192514175]BAB III
[bookmark: _Toc180774378][bookmark: _Toc180775164][bookmark: _Toc181724298][bookmark: _Toc207707317][bookmark: _Toc209312090] METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc180774379][bookmark: _Toc180775165][bookmark: _Toc181724299][bookmark: _Toc209312091]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Dalam penelitian ini, variabel-variabel penelitian, yaitu pemahaman self assessment system, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, akan diukur menggunakan definisi operasional yang jelas. Definisi operasional ini akan memberikan pedoman dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara objektif.
1. Variabel dependen atau variabel terikat (Y)
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018:57). Pada penelitian ini variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak.
a. Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan ataupun peringatan (Migaus, 2016). Jika setiap wajib pajak menaati kewajiban perpajakannya, maka penerimaan perpajakan juga dapat berjalan dengan lancar (Silalahi & Asalam, 2022)
[bookmark: _Toc181723353]Tabel 3. 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Variabel Dependen
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Kepatuhan Wajib Pajak
	Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
	Y.1a (+)
Y.1b (-)

	
	Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya
	Y.2a (+)
Y.2b (-)

	
	Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan
	Y.3a (+)
Y.3b (-)

	
	Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, karena tindakan pidana dibidang
	Y.4a (+)
Y.4b (-)


Sumber: Data Diolah, 2024
2. Variabel independen atau variabel bebas (X)
[bookmark: _Toc181723354]Dalam sebuah penelitian, variabel independen berperan sebagai faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Variabel ini secara aktif dimanipulasi atau diamati untuk menguji hipotesis mengenai hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel tersebut (R. Ulfa, 2019). Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah pemahaman self assessment system, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.
a. Sistem self assessment sebuah sistem dimana dalam system ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya (Liyana, 2019).
[bookmark: _Hlk181662076]Tabel 3. 2 Indikator Pemahaman Self Assessment System (X1)
	[bookmark: _Hlk181662148]Variabel Independen
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Pemahaman Self Assessment System
	Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
	X1.1a (+)
X1.1b (-)

	
	Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar
	X1.2a (+)
X1.2b (-)

	
	Menyetor pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak
	X1.3a (+)
X1.3b (-)

	
	Melaporkan penyetoran tersebut kepada direktur jenderal pajak
	X1.4a (+)
X1.4b (-)


Sumber: Data Diolah, 2024
b. Pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Huda & Merliyana, 2020). Menurut DJP kualitas pelayanan fiskus yang prima dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit pelayanan.
[bookmark: _Toc181723355]Tabel 3. 3 Indikator Pelayanan Fiskus (X2)
	Variabel Independen
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Pelayanan Fiskus
	Kehandalan
	X2.1a (+)
X2.1b (-)

	
	Jaminan
	X2.2a (+)
X2.2b (-)

	
	Responsif
	X2.3a (+)
X2.3b (-)

	
	Empati
	X2.4a (+)
X2.4b (-)

	
	Berwujud
	X2.5a (+)
X2.5b (-)


Sumber: Data Diolah, 2024
c. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan hukum pajak, peraturan, atau standar pajak akan dipatuhi disediakan oleh sanksi pajak. Sanksi pajak juga dapat dilihat sebagai cara untuk mencegah orang melanggar hukum pajak (Veronica, 2015).
[bookmark: _Toc181723356][bookmark: _Hlk181662767]Tabel 3. 4 Indikator Sanksi Pajak (X3)
	Variabel Independen
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Sanksi Pajak
	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
	X3.1a (+)
X3.1b (-)

	
	Tingkat penerapan sanksi
	X3.2a (+)
X3.2b (-)

	
	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
	X3.3a (+)
X3.3b (-)

	
	Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
	X3.4a (+)
X3.4b (-)


Sumber: Data Diolah, 2024
3.2 [bookmark: _Toc180774380][bookmark: _Toc180775166][bookmark: _Toc181724300][bookmark: _Toc209312092]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc180774381][bookmark: _Toc180775167][bookmark: _Toc181724301][bookmark: _Toc209312093]Populasi
Populasi adalah kumpulan individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik serupa dan relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan dari populasi ini untuk kemudian digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas (Sodik & Siyoto, 2015). Populasi didefinisikan sebagai totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama, ini juga dapat berupa kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti (Handayani, 2020). 
Populasi penelitian ini ditetapkan sebagai semua Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan berdomisili di KPP Pratama Samarinda. Populasi penelitian mencakup sepuluh kecamatan, yaitu Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sambutan, dan Sungai Pinang dengan jumlah keseluruhan 331.250 orang.
3.2.2 [bookmark: _Toc180774382][bookmark: _Toc180775168][bookmark: _Toc181724302][bookmark: _Toc209312094]Sampel
Sampel dapat digunakan karena jumlah objek penelitian seringkali sangat besar, sehingga tidak mungkin meneliti setiap objek secara menyeluruh. Sampel adalah bagian kecil populasi yang diambil untuk pengamatan atau penelitian dan dianggap mampu mewakili populasi tersebut (Sodik & Siyoto, 2015). Selain itu sampel juga digunakan dalam berbagai pengaturan penelitian, terutama dalam penelitian yang bersifat kuantitatif, dan juga dalam pengambilan sampelnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling.
Penelitian ini, menggunakan metode probability sampling dengan teknik stratified random sampling, yang memperhatikan berbagai tingkatan yang ada dalam populasi (Perdana & Dwirandra, 2020). Stratified random sampling yang merupakan pengambilan sampel dari populasi dengan membagi kelompok-kelompok dalam kelompok tersebut diambil secara sengaja (Nugraha et al., 2018). 
Teknik ini dilakukan dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, dalam hal ini adalah jenis pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda, yaitu pegawai negeri, karyawan swasta, dan wiraswasta. Setelah populasi dibagi ke dalam strata, sampel diambil secara acak dari masing-masing kelompok tersebut. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kelompok WPOP terwakili secara proporsional dalam sampel, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap keseluruhan populasi. 
Teknik ini juga membantu meminimalkan bias dan meningkatkan keakuratan hasil analisis mengenai pengaruh pemahaman self assessment system, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.000 sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda. Berikut perhitungan sampel menggunakan rumus slovin yang digunakan dalam penelitian ini.
Rumus Slovin:
	n
	=
	N

	
	
	1 + N (e)2



Keterangan:
	n
	:
	Jumlah sampel

	N
	:
	Jumlah populasi

	e
	:
	Batas toleransi kesalahan (10%)



[bookmark: _Toc181723357]Tabel 3. 5 Daftar Kecamatan dan Jumlah WPOP Kota Samarinda
	No
	Kecamatan
	Jumlah WPOP
	Sampel Slovin

	1.
	Loa Janan Ilir
	23.398
	100

	2.
	Palaran
	21.000
	100

	3.
	Samarinda Seberang
	24.606
	100

	4.
	Samarinda Ulu
	62.532
	100

	5.
	Sungai Kunjang
	51.556
	100

	6.
	Samarinda Ilir
	28.168
	100

	7.
	Samarinda Kota
	20.490
	100


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 3. 6 Sambungan
	No
	Kecamatan
	Jumlah WPOP
	Sampel Slovin

	8.
	Samarinda Utara
	39.179
	100

	9.
	Sambutan
	17.900
	100

	10
	Sungai Pinang
	42.421
	100

	Total
	331.250
	1.000


Sumber: Hasil Penelitian 2024
3.3 [bookmark: _Toc180774383][bookmark: _Toc180775169][bookmark: _Toc181724303][bookmark: _Toc209312095]Jenis dan Sumber Data
3.3.1 [bookmark: _Toc180774384][bookmark: _Toc180775170][bookmark: _Toc181724304][bookmark: _Toc209312096]Jenis Data
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yang disusun melalui proses yang sistematis, terstruktur, dan direncanakan dengan baik sejak awal penelitian hingga tahap akhirnya. Secara umum, penelitian kuantitatif mengandalkan angka dalam pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil. Pada tahap kesimpulan, hasil penelitian akan lebih jelas jika dilengkapi dengan gambar, tabel, grafik, atau bentuk penyajian lainnya (Sodik & Siyoto, 2015).
Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan dalam pengambilan datanya didapatkan berdasarkan responden yang telah disediakan oleh peneliti,
3.3.2 [bookmark: _Toc180774385][bookmark: _Toc180775171][bookmark: _Toc181724305][bookmark: _Toc209312097]Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Data primer ini menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini.
3.4 [bookmark: _Toc180774386][bookmark: _Toc180775172][bookmark: _Toc181724306][bookmark: _Toc209312098]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara terstruktur dan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman WPOP terhadap sistem self assessment, persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan fiskus, dan pandangan mereka mengenai efektivitas sanksi pajak. Setiap item pertanyaan dalam kuesioner akan menggunakan skala likert untuk mengukur tanggapan responden secara kuantitatif. Adapun skala pengukuran menggunakan skala likert, dengan 2 kriteria sebagai berikut:
[bookmark: _Toc181723358][bookmark: _Hlk206784609]Tabel 3. 7 Poin Skala Likert
	[bookmark: _Hlk181665571]Keterangan
	Positif (+)
	Negatif (-)

	Sangat Tidak setuju
	1
	5

	Tidak Setuju
	2
	4

	Netral
	3
	3

	Setuju
	4
	2

	Sangat Setuju
	5
	1


Sumber: Data Diolah, 2024
3.5 [bookmark: _Toc180774387][bookmark: _Toc180775173][bookmark: _Toc181724307][bookmark: _Toc209312099]Alat Analisis
Pada penelitian ini, data yang dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM). SEM, atau Pemodelan Persamaan Struktural, adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji serangkaian hubungan yang biasanya sulit diukur secara bersamaan (Harahap, 2020). Selain itu, Dalam analisis multivariate, SEM juga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan dengan keterkaitan linear simultan antara variabel pengamatan (indikator) dan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung (Sholiha & Salamah, 2015).
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu Partial Least Square (PLS). dengan program SmartPLS sebagai perangkat lunaknya. PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM yang berbasis covariance menjadi variance, PLS merupakan metode analisis data yang kuat dan fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menguji model-model kompleks dengan berbagai jenis data. Keunggulan PLS terletak pada kemampuannya dalam menangani data dengan ukuran sampel kecil, serta kemampuannya dalam mengukur hubungan kausal antar variabel laten. Selain itu PLS digunakan juga Metode ini digunakan untuk mengukur hubungan antara indikator dengan konstruk yang bersangkutan. Selain itu, uji bootstrapping dapat dilakukan pada model struktural PLS, yang mencakup baik model eksternal maupun internal
3.6 [bookmark: _Toc180774388][bookmark: _Toc180775174][bookmark: _Toc181724308][bookmark: _Toc209312100]Analisis Data
Alat analisis data menggunakan SmartPLS Ver.4.1.1.4. Analisis pada PLS ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: 
1) Analisa Outer Model.
2) Analisa Inner Model.
3) Pengujian hipotesis.
3.6.1 [bookmark: _Toc180774389][bookmark: _Toc180775175][bookmark: _Toc181724309][bookmark: _Toc209312101]Pengukuran model (outer model)
Outer model merupakan komponen penting dalam analisis data kuantitatif, khususnya dalam pemodelan persamaan struktural. Model ini digunakan untuk menguji ketepatan dan konsistensi pengukuran variabel laten melalui indikator-indikatornya. Outer model merupakan model pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas dan validitas model. Dalam persamaan tersebut, khususnya digunakan untuk menulis model indikator refleksif, yaitu:
	X
	:
	λx ξ + ε 

	Y
	:
	λy η + ε 


Keterangan:
	X dan Y
	:
	Indikator atau manifest variabel

	λx dan λy
	:
	matriks loading memberi gambaran koefisien regresi sederhana mengaitkan variabel laten dan indikatornya

	ξ
	:
	variabel laten eksogen (tidak dipengaruhi)

	η
	:
	variabel laten endogen (dipengaruhi)

	εx dan εy
	:
	kesalahan pengukuran


Variabel laten Pemahaman Self Assessment System (X1) bersifat reflektif
	· [bookmark: _Hlk206878785]X1.1a
	=
	λ1 X1 + ε1 

	· X1.1b
	=
	λ2 X1 + ε2

	· X1.2a
	=
	λ3 X1 + ε3

	· X1.2b
	=
	λ4 X1 + ε4

	· X1.3a
	=
	λ5 X1 + ε5

	· X1.3b
	=
	λ6 X1 + ε6

	· X1.4a
	=
	λ7 X1 + ε7

	· X1.4b
	=
	λ8 X1 + ε8


[bookmark: _Hlk206887203]Variabel laten Pelayanan Fiskus (X2) bersifat reflektif
	· X2.1a
	=
	λ9 X2 + ε9 

	· X2.1b
	=
	λ10 X2 + ε10

	· X2.2a
	=
	λ11 X2 + ε11

	· X2.2b
	=
	λ12 X2 + ε12

	· X2.3a
	=
	λ13 X2 + ε13

	· X2.3b
	=
	λ14 X2 + ε14

	· X2.4a
	=
	λ15 X2 + ε15

	· X2.4b
	=
	λ16 X2 + ε16

	· X2.5a
	=
	λ17 X2 + ε17

	· X2.5b
	=
	λ18 X2 + ε18


Variabel laten Sanksi Pajak (X3) bersifat reflektif
	· X3.1a
	=
	λ19 X3 + ε19

	· X3.1b
	=
	λ20 X3 + ε20

	· X3.2a
	=
	λ21 X3 + ε21

	· X3.2b
	=
	λ22 X3 + ε22

	· X3.3a
	=
	λ23 X3 + ε23

	· X3.3b
	=
	λ24 X3 + ε24

	· X3.4a
	=
	λ25 X3 + ε25

	· X3.4b
	=
	λ26 X3 + ε26


Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bersifat reflektif
	· Y.1a
	=
	λ27 Y + ε27 

	· Y.1b
	=
	λ28 Y + ε28

	· Y.2a
	=
	λ29 Y + ε29

	· Y.2b
	=
	λ30 Y + ε30

	· Y.3a
	=
	λ31 Y + ε31

	· Y.3b
	=
	λ32 Y+ ε32

	· Y.4a
	=
	λ33 Y + ε33

	· Y.4b
	=
	λ34 Y + ε34



1. Uji Validitas
Uji validitas adalah suatu uji coba pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh responden mengerti akan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Uji validitas juga dapat bertujuan untuk mengetahui dan menguji suatu ketepatan serta ketetapan suatu alat ukur untuk dipergunakan sebagai pengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Sahir, 2022). Uji validitas kuesioner dapat dinyatakan valid apabila setiap butir pertanyaan ataupun pernyataan yang terdapat pada kuesioner dapat digunakan untuk perantara agar dapat mengungkapkan dan juga mengetahui sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Terdapat dua kriteria untuk menguji atau menilai uji validitas dalam outer model, yaitu convergent validity dan discriminant validity.
a. Convergent Validity
Convergent Validity dalam pengujian ini mengacu pada korelasi antara skor indikator reflektif dengan nilai variabel laten yang dihitung menggunakan PLS. Pengukuran pada konstruk reflektif dapat dilakukan dengan menghitung nilai loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Kriteria umum yang digunakan adalah loading factor minimal 0,7 dan AVE minimal 0,5. Akan tetapi, Pada tahap pertama dalam pengembangan instrumen, nilai loading factor antara 0,5-0,6 masih dapat dianggap memadai.


b. Discriminant Validity
Validitas diskriminan dalam penelitian ini diuji untuk memastikan bahwa setiap konstruk yang diukur memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari konstruk lainnya. Cara mengukur validitas discriminant indikator reflektif dilihat pada nilai cross loading, yang mana nilai yang lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa indikator tersebut lebih terkait dengan konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya (Utami R.A & Kussudyarsana, 2024).
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan suatu uji yang akan digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam pengambilan data penelitian sudah dapat dikatakan sebagai reliabel atau tidak. Pengukuran uji reliabilitas untuk konstruk dengan indikator reflektif, uji reliabilitas dapat diukur dengan dua cara, yakni Cronbach Alpha dan Composite Reliability. 
Cronbach Alpha digunakan untuk dapat menilai konsistensi internal indikator-indikator dalam satu konstruk, dengan nilai yang baik ditunjukkan apabila Cronbach Alpha > 0,7. Sedangkan Composite Reliability ukuran reliabilitas yang digunakan dalam PLS untuk menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur suatu konstruk laten. Composite Reliability dapat dikatakan lebih akurat, karena memperhitungkan outer loading (bobot masing-masing indikator). Suatu konstruk dapat dikatakan reliabel tinggi apabila Composite Reliability > 0,7, dan dikatakan cukup reliabel jika nilai Composite Reliability > 0,6 (Sihombing et al., 2024).
3.6.2 [bookmark: _Toc180774390][bookmark: _Toc180775176][bookmark: _Toc181724310][bookmark: _Toc209312102]Model Struktural (Inner Model)
Dalam model struktural, kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk ditunjukkan. Adapun tujuan dari model struktural ini adalah untuk mengetahui pengaruh antar variabel atau konstruk dalam model. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:
Y : α1X1 + α2X2 + α3X3 + ε34
Sistem rantai sebab akibat dalam PLS menggambarkan hubungan sebab-akibat yang berurutan antara beberapa variabel laten. Ini berarti bahwa perubahan pada satu variabel akan berdampak pada variabel berikutnya dalam rantai tersebut, dan seterusnya. Konsep ini sangat penting dalam PLS karena metode ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengukur kekuatan hubungan sebab-akibat yang kompleks dalam data. Persamaan sistem rantai kausal dinyatakan dengan sebagai berikut:
ɳj : ∑ βјі ƞj + ∑ Yјb ξb + ςj
Keterangan:
	i…b
	:
	indeks range sepanjang i dan b

	j
	:
	jumlah variabel laten endogen

	βјі 
	:
	Koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh langsung variabel laten dependen ke-i (ηi) terhadap variabel laten dependen ke-j (ηj). Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh ηi terhadap ηj.

	Yјb
	:
	Koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh langsung variabel laten independen ke-b (ξb) terhadap variabel laten dependen ke-j (ηj). Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh ξb terhadap ηj.

	ς
	:
	tingkat kesalahan pengukuran (inner residual error)


Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur akuntansi manajemen dengan mengukur Coefficient Of Determination (R2) dan Path Coefficient (𝛽).
a. Coefficient Of Determination (R2)
Coefficient Of Determination (R2) dapat digunakan agar menguji tingkat keterkaitan antara variabel dependen dan variabel independen dengan melihat besarnya koefisien determinasi (adjusted R-square). R-square (R2) juga dapat mengukur seberapa jauh mana model mampu untuk menjelaskan variasi independent. Adapun nilai R Squares dibagi menjadi 0.70, 0.45, 0.25 menunjukkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Angka yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model prediktor lebih mahir dalam menampilkan varians. Dalam konteks PLS, nilai R-square yang ideal berada dalam rentang yang wajar. Nilai R-square yang terlalu tinggi, melebihi 0,70, dapat mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas di mana variabel-variabel prediktor saling berkorelasi sangat kuat. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan parameter model dan interpretasi hasil yang kurang reliabel (Parwati et al., 2024).
b. Path Coefficient (𝛽).
Path Coefficient (𝛽) dalam analisis statistik, path coefficient, juga dikenal sebagai koefisien jalur merupakan nilai yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang mencakup kekuatan dan arahnya dalam model. Nilai hubungan ini berkisar antara -1 dan 1. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan hubungan positif, yang berarti peningkatan pada variabel independen akan menyebabkan peningkatan pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan hubungan negatif, di mana peningkatan pada variabel independen berakibat pada penurunan variabel dependen (Rumengan et al., 2023).
3.6.3 [bookmark: _Toc180774391][bookmark: _Toc180775177][bookmark: _Toc181724311][bookmark: _Toc209312103]Model Pengujian Hipotesis
[bookmark: _Toc180774392][bookmark: _Toc180775178][bookmark: _Toc181724313]Untuk memastikan apakah faktor independent (pemahaman self assessment system, pelayanan fiskus dan sanksi pajak) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis termasuk dalam model structural dengan membandingkan antara probability value (p-value) dengan tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi keberpengaruhan antara variabel dalam model. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka (H0) diterima dengan kata lain (Ha) ditolak, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel yang diuji dan jika p-value lebih kecil 0,05 maka (H0) ditolak dengan kata lain (Ha) diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel yang diuji.
Uji arah pengaruh dilakukan dengan membandingkan nilai original sample (o) terhadap nol (0). Pendekatan ini digunakan untuk menentukan apakah pengaruh yang diamati bersifat positif atau negatif. Jika original sample lebih besar dari 0 maka pengaruhnya bersifat positif namun sebaliknya jika original sample lebih kecil dari 0 maka pengaruhnya bersifat negatif.
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[bookmark: _Toc209312104]BAB IV
[bookmark: _Toc207707332][bookmark: _Toc209312105] HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc209312106]Hasil Penyebaran Kuesioner
Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan kepada 1.038 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar pada KPP Pratama Samarinda. Seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil dikembalikan sehingga tingkat pengembalian (response rate) mencapai 100%. Namun, terdapat 16 kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, yaitu terdapat 6 responden yang tidak memiliki NPWP dan terdapat 10 responden yang tidak pernah mengunjungi KPP, sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan dalam pengolahan data adalah 1.022. Dengan demikian, hasil yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi responden secara menyeluruh.
Tabel 4.1 Data Penelitian
	Keterangan
	Jumlah

	Kuesioner yang disebar
	1.038

	Kuesioner yang tidak kembali
	0

	Kuesioner yang tidak bisa diolah
	16

	Kuesioner yang bisa diolah
	1.022



 Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc209312107]Karakteristik Responden
Dalam penelitian ini, responden yang dipilih merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda. Dalam menentukan karakteristik responden, peneliti menggunakan beberapa jenis kelompok seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan.

[bookmark: _Toc209312108]Jenis Kelamin Responden
Berdasarkan 1.022 responden, jenis kelamin responden terbagi menjadi laki-laki dan perempuan, di mana total ada 794 orang adalah laki-laki atau 77,7%, dan perempuan sebanyak 228 orang atau 22,3%.
[bookmark: _Toc209312109]4.2.2 	Usia Responden
Berdasarkan 1.022 responden, adapun responden dengan rentang usia  20 – 25 tahun sejumlah 271 responden pada nilai persentase 26,5%, kemudian responden dengan rentang usia 26 – 30 tahun sejumlah 413 responden pada nilai persentase 40,4%, lalu responden dengan rentang usia 31 – 35 tahun sejumlah 326 responden pada nilai persentase 31,2%, selanjutnya responden dengan rentang usia 36 – 40 tahun sejumlah 12 responden pada nilai persentase 1,2%.
[bookmark: _Toc209312110]4.2.3 	Pendidikan Terakhir Responden
Berdasarkan 1.022 responden, diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD sejumlah 3 responden pada nilai persentase 0,3%, kemudian responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMP sejumlah 15 responden pada nilai persentase 1,5%, lalu responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA sejumlah 371 responden pada nilai persentase 36,3%, selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan terakhir diploma sejumlah 280 responden pada nilai persentase 27,4% dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir sarjana sejumlah 353 responden pada nilai persentase 34,5%.
[bookmark: _Toc209312111]4.2.4 	Pekerjaan
Berdasarkan 1.022 responden, diketahui bahwa responden dengan jenis pekerjaan sebagai PNS sejumlah 269 responden pada nilai persentase 26,3%, selanjutnya responden dengan jenis pekerjaan sebagai swasta sejumlah 443 pada nilai persentase 43,4%, lalu responden dengan jenis pekerjaan sebagai wirausaha sejumlah 306 responden pada nilai persentase 29,9%, selanjutnya responden dengan jenis pekerjaan lainnya (buruh pabrik) sejumlah 1 responden pada nilai persentase 0,1%. Selanjutnya responden dengan jenis pekerjaan lainnya (wiraswasta) sejumlah 1 responden pada nilai persentase 0,1%. Selanjutnya responden dengan jenis pekerjaan lainnya (kasir) sejumlah 1 responden pada nilai persentase 0,1%, dan responden dengan jenis pekerjaan lainnya (ahli mekanik) sejumlah 1 responden pada nilai persentase 0,1%.
[bookmark: _Toc209312112] 4.2.5   Kepatuhan Wajib Pajak
Secara umum, mayoritas responden menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Untuk pernyataan menghitung pajak dengan benar, responden menyatakan sangat setuju 33,68%, setuju 40,66%, netral 14,04%, tidak setuju 9,00%, dan sangat tidak setuju 2,64%. Pada pernyataan membayar pajak tepat waktu responden menyatakan sangat setuju 32,97%, setuju 41,05%, netral 15,36%, tidak setuju 8,27%, dan sangat tidak setuju 2,35%. Untuk pernyataan mematuhi semua peraturan, responden menyatakan sangat setuju 30,82%, setuju 42,91%, netral 14,58%, tidak setuju 7,93%, dan sangat tidak setuju 2,89%. Sedangkan pada pernyataan tidak melanggar hukum, responden menyatakan sangat setuju 28,03%, setuju 47,80%, netral 14,58%, tidak setuju 7,44%, dan sangat tidak setuju 2,15%
Tabel 4.2 Jawaban Responden (Y)
	No.
	Pernyataan 
	Jawaban (%)
	Total (%)

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS
	

	1
	Menghitung pajak dengan benar
	2,64
	9,00
	14,04
	40,66
	33,66
	100

	2
	Membayar pajak tepat waktu
	2,35
	8,27
	15,36
	41,05
	32,97
	100

	3
	Mematuhi semua peraturan
	2,89
	7,93
	15,46
	42,91
	30,82
	100

	4
	Tidak melanggar hukum
	2,15
	7,44
	14,58
	47,80
	28,03
	100


Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc209312113]4.2.6    Pemahaman Self Assessment System
Secara umum, mayoritas responden menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Untuk pernyataan telah daftar dan memiliki NPWP, responden menyatakan sangat setuju 35,18%, setuju 39,04%, netral 14,19%, tidak setuju 9,20%, dan sangat tidak setuju 2,40%. Pada pernyataan menghitung pajak dengan baik dan benar, responden menyatakan sangat setuju 32,34%, setuju 42,47%, netral 14,97% tidak setuju 8,02%, dan sangat tidak setuju 2,20%. Untuk pernyataan menyetor pajak tepat waktu, responden menyatakan sangat setuju 29,01%, setuju 45,40%, netral 14,77%, tidak setuju 7,78% dan sangat tidak setuju 3,03%. Sedangkan pada pernyataan melaporkan penyetoran pajak, responden menyatakan sangat setuju 29,75%, setuju 46,04%, netral 13,99%, tidak setuju 8,22%, dan sangat tidak setuju 2,01%
Tabel 4.3 Jawaban Responden (X1)
	No.
	Pernyataan 
	Jawaban (%)
	Total (%)

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS
	

	1
	Telah daftar dan memiliki NPWP
	2,40
	9,20
	14,19
	39,04
	35,18
	100

	2
	Menghitung  pajak  dengan baik dan benar 
	2,20
	8,02
	14,97
	42,47
	32,34
	100

	3
	Menyetor pajak tepat waktu 
	3,03
	7,78
	14,77
	45,40
	29,01
	100

	4
	Melaporkan penyetoran pajak 
	2,01
	8,22
	13,99
	46,04
	29,75
	100


Sumber: Data Diolah, 2025

[bookmark: _Toc209312114]4.2.7    Pelayanan Fiskus
Secara umum, mayoritas responden menunjukkan persepsi positif terhadap kualitas pelayanan. Untuk pernyataan mendapatkan pelayanan yang andal dan akurat, responden menyatakan sangat setuju 35,57%, setuju 38,99%, netral 14,73%, tidak setuju 7,97%, dan sangat tidak setuju 2,74%. Pada pernyataan merasa aman dan percaya, responden menyatakan sangat setuju 31,51%, setuju 42,32%, netral 15,51%, tidak setuju 8,37%, dan sangat tidak setuju 2,30%. Untuk pernyataan merasa puas, responden menyatakan sangat setuju 28,42%, setuju 45,35%, netral 15,80%, tidak setuju 7,58%, dan sangat tidak setuju 2,84%. Pada pernyataan merasa dihargai, responden menyatakan sangat setuju 34,98%, setuju 39,38%, netral 15,56%, tidak setuju 7,44%, dan sangat tidak setuju 2,64%. Sedangkan pada pernyataan merasa aman, responden menyatakan sangat setuju 24,12%, setuju 50,78%, netral 14,48%, tidak setuju 8,46%, dan sangat tidak setuju 2,15%.
Tabel 4.4 Jawaban Responden (X2)
	No.
	Pernyataan 
	Jawaban (%)
	Total (%)

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS
	

	1
	Mendapatkan pelayanan yang andal dan akurat
	2,74
	7,97
	14,73
	38,99
	35,57
	100

	2
	Merasa aman dan percaya
	2,30
	8,37
	15,51
	42,32
	31,51
	100

	3
	Merasa puas
	2,84
	7,58
	15,80
	45,35
	28,42
	100

	4
	Merasa dihargai
	2,64
	7,44
	15,56
	39,38
	34,98
	100

	5
	Merasa nyaman 
	2,15
	8,46
	14,48
	50,78
	24,12
	100


Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc209312115]4.2.8    Sanksi Pajak
Secara umum, mayoritas responden memiliki pandangan yang mendukung penerapan sanksi pajak. Untuk pernyataan lambat dalam melaporkan dan membayar pajak, responden menyatakan sangat setuju 34,93%, setuju 39,92%, netral 14,97%, tidak setuju 7,83%, dan sangat tidak setuju 2,35%. Pada pernyataan sanksi pajak diterapkan dengan tegas dan adil, responden menyatakan sangat setuju 32,63%, setuju 42,03%, netral 14,73%, tidak setuju 8,27%, dan sangat tidak setuju 2,35%. Untuk pernyataan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan, responden menyatakan sangat setuju 28,08%, setuju 46,04%, netral 14,38%, tidak setuju 8,76%, dan sangat tidak setuju 2,74%. Sedangkan pada pernyataan penghapusan sanksi, responden menyatakan sangat setuju 29,60%, setuju 44,67%, netral 15,07%, tidak setuju 8,17%, dan sangat tidak setuju 2,50%
Tabel 4.5 Jawaban Responden (X3)
	No.
	Pernyataan 
	Jawaban (%)
	Total (%)

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS
	

	1
	Lambat dalam melaporkan dan membayar pajak
	2,35
	7,83
	14,97
	39,92
	34,93
	100

	2
	Sanksi pajak diterapkan dengan tegas dan adil
	2,35
	8,27
	14,73
	42,03
	32,63
	100

	3
	Sanksi dapat meningkatkan kepatuhan
	2,74
	8,76
	14,38
	46,04
	28,08
	100

	4
	Penghapusan sanksi
	2,50
	8,17
	15,07
	44,67
	29,60
	100


Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc209312116]Hasil Analisis Data 
[bookmark: _Toc209312117] 4.3.1 	Penilaian Model Pengukuran (Outer Model)
Outer Model dilakukan guna melihat validitas dan juga reliabilitas model. Untuk mengevaluasi outer model dilakukan melalui validitas convergent, validitas discriminant dan cronbach alpha, composite reliability,.



4.3.1.1 Uji Validitas
a. Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Convergent Validity mengacu pada korelasi antara skor indikator reflektif dengan variabel laten dalam PLS. Pengukurannya menggunakan loading factor dan Average Variance Extracted (AVE), dengan kriteria umum loading factor lebih besar 0,7 dan AVE lebih besar 0,5. Namun, pada tahap awal pengembangan instrumen, loading factor 0,5 – 0,6 masih dapat diterima (Anugrah & Fitriandi, 2022). Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut.
[image: ]
Gambar 4.1 Hasil Outer Model
Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Berdasarkan gambar 4.1 outer loading menunjukkan seluruh indikator mempunyai nilai loading factor > 0,7, sehingga semua indikator dapat dikatakan valid atau layak untuk digunakan penelitian dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Uji validitas convergent indikator reflektif bisa dilihat melalui nilai dari loading factor. Berikut tabel yang memberitahukan nilai loading factor yang diolah pada PLS.
Tabel 4.6 Outer Loading
	[bookmark: _Hlk207921853]Indikator
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1a
	0.881
	 
	 
	 

	X1.1b
	0.882
	 
	 
	 

	X1.2a
	0.858
	 
	 
	 

	X1.2b
	0.86
	 
	 
	 

	X1.3a
	0.865
	 
	 
	 

	X1.3b
	0.864
	 
	 
	 

	X1.4a
	0.862
	 
	 
	 

	X1.4b
	0.872
	 
	 
	 

	X2.1a
	 
	0.882
	 
	 

	X2.1b
	 
	0.873
	 
	 

	X2.2a
	 
	0.865
	 
	 

	X2.2b
	 
	0.869
	 
	 

	X2.3a
	 
	0.858
	 
	 

	X2.3b
	 
	0.871
	 
	 

	X2.4a
	 
	0.872
	 
	 

	X2.4b
	 
	0.87
	 
	 

	X2.5a
	 
	0.852
	 
	 

	X2.5b
	 
	0.863
	 
	 

	X3.1a
	 
	 
	0.874
	 

	X3.1b
	 
	 
	0.88
	 

	X3.2a
	 
	 
	0.864
	 

	X3.2b
	 
	 
	0.861
	 

	X3.3a
	 
	 
	0.855
	 

	X3.3b
	 
	 
	0.865
	 

	X3.4a
	 
	 
	0.864
	 

	X3.4b
	 
	 
	0.875
	 

	Y.1a
	 
	 
	 
	0.872

	Y.1b
	 
	 
	 
	0.878

	Y.2a
	 
	 
	 
	0.867

	Y.2b
	 
	 
	 
	0.875

	Y.3a
	 
	 
	 
	0.869

	Y.3b
	 
	 
	 
	0.867

	Y.4a
	 
	 
	 
	0.863

	Y.4b
	 
	 
	 
	0.861


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS 2025
Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai dari loading factor semua indikator masing-masing konstruk melebihi 0,7 yang berarti bahwa seluruh indikator mempunyai tingkat validitas yang baik.
Selanjutnya untuk mengevaluasi validitas konvergen juga dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted (AVE) yang dikatakan valid apabila nilainya > 0,5. Berikut tabel yang memperlihatkan nilai AVE.
Tabel 4.7 Average Variance Extracted (AVE)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.755
	Valid

	Pemahaman Self Assessment System (X1)
	0.753
	Valid

	Pelayanan Fiskus (X2)
	0.752
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	0.753
	Valid


     Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Berdasarkan tabel 4.7 average variance extracted menunjukkan hasil dari masing-masing variabel adalah Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.755, Self Assessment System sebesar 0.753, Pelayanan Fiskus sebesar 0,752, dan Sanksi Pajak sebesar 0.753. Keempat variabel tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,5 artinya keempat variabel tersebut dikategorikan sebagai valid.
b. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Uji validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konstruk atau variabel laten dalam penelitian benar-benar memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya. Melalui pengujian ini, dapat dipastikan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tidak lebih mewakili variabel lain, sehingga masing-masing konstruk hanya mengukur konsep yang memang dimaksud. Indikator dapat dikatakan valid jika hubungan indikator dengan variabel (nilai cross loading) lebih tinggi dibandingkan dengan hubungannya dengan variabel yang lain. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS dengan hasil cross loading sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 4.8 Cross Loading
	Indikator
	Pemahaman Self Assessment System (X1)
	Pelayanan Fiskus (X2)
	Sanksi Pajak (X3)
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Ket.

	
	
	
	
	
	

	X1.1a
	0.881
	0.866
	0.864
	0.856
	Valid

	X1.1b
	0.882
	0.87
	0.868
	0.864
	Valid

	X1.2a
	0.858
	0.846
	0.845
	0.845
	Valid

	X1.2b
	0.86
	0.848
	0.848
	0.852
	Valid

	X1.3a
	0.865
	0.861
	0.853
	0.848
	Valid

	X1.3b
	0.864
	0.856
	0.852
	0.855
	Valid

	X1.4a
	0.862
	0.841
	0.841
	0.845
	Valid

	X1.4b
	0.872
	0.853
	0.854
	0.853
	Valid

	X2.1a
	0.857
	0.882
	0.867
	0.859
	Valid

	X2.1b
	0.86
	0.873
	0.856
	0.86
	Valid

	X2.2a
	0.857
	0.865
	0.852
	0.853
	Valid

	X2.2b
	0.857
	0.869
	0.86
	0.853
	Valid

	X2.3a
	0.845
	0.858
	0.842
	0.843
	Valid

	X2.3b
	0.859
	0.871
	0.857
	0.854
	Valid

	X2.4a
	0.861
	0.872
	0.858
	0.86
	Valid

	X2.4b
	0.862
	0.87
	0.856
	0.86
	Valid

	X2.5a
	0.839
	0.852
	0.834
	0.835
	Valid

	X2.5b
	0.848
	0.863
	0.85
	0.843
	Valid

	X3.1a
	0.858
	0.858
	0.874
	0.859
	Valid

	X3.1b
	0.858
	0.862
	0.88
	0.858
	Valid

	X3.2a
	0.853
	0.853
	0.864
	0.852
	Valid

	X3.2b
	0.848
	0.847
	0.861
	0.851
	Valid

	X3.3a
	0.846
	0.849
	0.855
	0.843
	Valid

	X3.3b
	0.853
	0.852
	0.865
	0.851
	Valid

	X3.4a
	0.849
	0.847
	0.864
	0.848
	Valid

	X3.4b
	0.853
	0.855
	0.875
	0.852
	Valid

	Y.1a
	0.858
	0.859
	0.857
	0.872
	Valid

	Y.1b
	0.866
	0.865
	0.869
	0.878
	Valid

	Y.2a
	0.848
	0.844
	0.85
	0.867
	Valid

	Y.2b
	0.863
	0.862
	0.862
	0.875
	Valid

	Y.3a
	0.857
	0.862
	0.853
	0.869
	Valid

	Y.3b
	0.857
	0.86
	0.852
	0.867
	Valid

	Y.4a
	0.842
	0.84
	0.845
	0.863
	Valid

	Y.4b
	0.835
	0.836
	0.84
	0.861
	Valid


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Berdasarkan tabel 4.8 cross loading menunjukkan masing-masing indikator memiliki  nilai cross loading terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. Sehingga hasil uji tersebut menunjukkan bahwa semua indikator dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik dalam menyusun variabel masing-masing.
4.2.1.2 
4.3.1.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah composite reliability dan cronbach alpha. Jika nilai dari composite reliability > 0,7 maka reliabilitasnya tinggi dan jika nilai dari composite reliability > 0,6 maka dinyatakan cukup reliabel. Selanjutnya jika nilai dari cronbach alpha > 0,7 maka dianggap reliabel. 
Tabel 4.9 Composite Reliability
	Variabel
	Composite reliability (rho_c)
	Keterangan

	
	
	

	Pemahaman Self Assessment System (X1)
	0.968
	Reliabel

	Pelayanan Fiskus (X2)
	0.96
	Reliabel

	Sanksi Pajak (X3)
	0.961
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.961
	Reliabel


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
[bookmark: _Hlk206870794]Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai composite reliability tersebut > 0,7 sehingga semua variabel tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik
Tabel 4.10 Cronbach’s Alpha
	Variabel
	Cronbach's alpha
	Keterangan

	
	
	

	Pemahaman Self Assessment System (X1)
	0.953
	Reliabel

	Pelayanan Fiskus (X2)
	0.963
	Reliabel

	Sanksi Pajak (X3)
	0.953
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.954
	Reliabel


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha tersebut > 0,7 sehingga semua variabel tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik
[bookmark: _Toc209312118]4.3.2 	Pengukuran Model
Berdasarkan hasil pengujian program SmartPLS, model penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis jalur model dengan cara digambarkan pada Gambar 4.1 di atas.
Tabel 4.11 Path Coefficients
	Variabel
	Pemahaman Self Assessment System (X1)
	Pelayanan Fiskus (X2)
	Sanksi Pajak (X3)
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	
	
	
	
	

	Pemahaman Self Assessment System (X1)
	-
	-
	-
	0.308

	Pelayanan Fiskus (X2)
	-
	-
	-
	0.320

	Sanksi Pajak (X3)
	-
	-
	-
	0.364

	[bookmark: _Hlk206939450]Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Hlk206939470]Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025

Persamaan model indikator reflektif (outer model) dapat dibuat berdasarkan Gambar 4.1 di atas yaitu:
Variabel laten Pemahaman Self Assessment System (X1) bersifat reflektif 
	· X1.1a
	=
	λ1 X1 + ε1 

	X1.1a
	=
	0.881 + ε1

	· X1.1b
	=
	λ2 X1 + ε2

	X1.1b
	=
	0.882 + ε2

	· X1.2a
	=
	λ3 X1 + ε3

	X1.2a
	=
	0.858 + ε3

	· X1.2b
	=
	λ4 X1 + ε4

	X1.2b
	=
	0.860 + ε4

	· X1.3a
	=
	λ5 X1 + ε5

	X1.3a
	=
	0.865 + ε5

	· X1.3b
	=
	λ6 X1 + ε6

	X1.3b
	=
	0.864 + ε6

	· X1.4a
	=
	λ7 X1 + ε7

	X1.4a
	=
	0.862 + ε7

	· X1.4b
	=
	λ8 X1 + ε8

	X1.4b
	=
	0.872 + ε8


Hal ini berarti bahwa variabel Pemahaman Self Assessment System (X1) dalam penelitian ini diwujudkan oleh mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak dan telah memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X1.1a) sebesar 0.881, belum mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak dan belum memiliki NPWP (X1.1b) sebesar 0.882, selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (X1.2a) sebesar 0.858, sering salah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang karena kurang memahami aturan perpajakan (X1.2b) sebesar 0.860, selalu menyetor pajak yang terutang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah dihitung (X1.3a) sebesar 0.865, menunda atau bahkan tidak menyetor pajak yang seharusnya  dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (X1.3b) sebesar 0.864, selalu melaporkan penyetoran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X1.4a) sebesar 0.862, tidak melaporkan penyetoran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak meskipun sudah melakukan pembayaran (X1.4b) sebesar 0.872. Dengan kata lain, untuk meningkatkan nilai Pemahaman Self Assessment System (X1) (yang pada model ini bergantung pada indikator-indikatornya), perlu untuk memperkuat kepatuhan pada empat aspek utama pendaftaran atau NPWP, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT, serta dapat mengurangi perilaku yang bertentangan (indikator b), sehingga koefisien indikator tetap tinggi dan konsisten mendukung konstruk X1.
Variabel laten Pelayanan Fiskus (X2) bersifat reflektif
	· X2.1a
	=
	λ9 X2 + ε9 

	X2.1a
	=
	0.882 + ε9

	· X2.1b
	=
	λ10 X2 + ε10

	X2.1b
	=
	0.873 + ε10

	· X2.2a
	=
	λ11 X2 + ε11

	X2.2a
	=
	0.865 + ε11

	· X2.2b
	=
	λ12 X2 + ε12

	X2.2b
	=
	0.869 + ε12

	· X2.3a
	=
	λ13 X2 + ε13

	X2.3a
	=
	0.858 + ε13

	· X2.3b
	=
	λ14 X2 + ε14

	X2.3b
	=
	0.871 + ε14

	· X2.4a
	=
	λ15 X2 + ε15

	X2.4a
	=
	0.872 + ε15

	· X2.4b
	=
	λ16 X2 + ε16

	X2.4b
	=
	0.870 + ε16

	· X2.5a
	=
	λ17 X2 + ε17

	X2.5a
	=
	0.852 + ε17

	· X2.5b
	=
	λ18 X2 + ε18

	X2.5b
	=
	0.863 + ε18









Hal ini berarti bahwa variabel Pelayanan Fiskus (X2) dalam penelitian ini diwujudkan oleh selalu mendapatkan pelayanan yang andal dan akurat dari fiskus dalam setiap urusan perpajakan (X2.1a) sebesar 0.882, sering mengalami kesalahan atau keterlambatan dalam pelayanan fiskus yang membuat urusan perpajakan  terganggu (X2.1b) sebesar 0.873, merasa aman dan percaya karena fiskus memberikan jaminan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku (X2.2a) sebesar 0.865, merasa ragu dan kurang percaya terhadap pelayanan fiskus karena kurangnya kejelasan dalam informasi yang diberikan (X2.2b) sebesar 0.869, merasa puas karena fiskus selalu merespons pertanyaan dan kebutuhan dengan cepat dan tanggap (X2.3a) sebesar 0.858. merasa kesulitan mendapatkan jawaban atau bantuan karena fiskus lambat dalam merespons pertanyaan (X2.3b) sebesar 0.871, merasa dihargai karena fiskus melayani dengan ramah dan memahami kebutuhan sebagai wajib pajak (X2.4a) sebesar 0.872, merasa kurang diperhatikan karena fiskus tidak memberikan pelayanan yang ramah dan cenderung kurang peduli terhadap kebutuhan (X2.4b) sebesar 0.870, merasa nyaman dengan fasilitas dan sarana di kantor pajak yang bersih, rapi, serta didukung oleh teknologi yang memadai (X2.5a) sebesar 0.852, merasa kurang nyaman karena fasilitas di kantor pajak kurang memadai dan tidak terawat dengan baik.(X2.5b) sebesar 0.863.
Variabel laten Sanksi Pajak (X3) bersifat reflektif
	· X3.1a
	=
	λ19 X3 + ε19

	X3.1a
	=
	0.874 + ε19

	· X3.1b
	=
	λ20 X3 + ε20

	X3.1b
	=
	0.880 + ε20

	· X3.2a
	=
	λ21 X3 + ε21

	X3.2a
	=
	0.864 + ε21

	· X3.2b
	=
	λ22 X3 + ε22

	X3.2b
	=
	0.861 + ε22

	· X3.3a
	=
	λ23 X3 + ε23

	X3.3a
	=
	0.855 + ε23

	· X3.3b
	=
	λ24 X3 + ε24

	X3.3b
	=
	0.865 + ε24

	· X3.4a
	=
	λ25 X3 + ε25

	X3.4a
	=
	0.864 + ε25

	· X3.4b
	=
	λ26 X3 + ε26

	X3.4b
	=
	0.875 + ε26


Hal ini berarti bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) dalam penelitian ini diwujudkan oleh setuju bahwa keterlambatan dalam melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi agar wajib pajak lebih disiplin (X3.1a) sebesar 0.874, merasa keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak tidak perlu dikenai sanksi karena bisa terjadi karena alasan tertentu (X3.1b) sebesar 0.880, melihat bahwa sanksi pajak diterapkan dengan adil dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku (X3.2a) sebesar 0.864, merasa tingkat penerapan sanksi pajak masih belum konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak (X3.2b) sebesar 0.861, percaya bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (X3.3a) sebesar 0.855, merasa sanksi pajak tidak terlalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena sebagian wajib pajak tetap tidak patuh meskipun ada sanksi (X3.3b) sebesar 0.865, yakin bahwa penghapusan sanksi tertentu, seperti penghapusan denda administrasi, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (X3.4a) sebesar 0.864, tidak setuju bahwa penghapusan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan, karena tanpa sanksi, wajib pajak bisa semakin lalai dalam memenuhi kewajibannya (X3.4b) sebesar 0.875.
Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bersifat reflektif
	· Y.1a
	=
	λ27 Y + ε27 

	Y.1a
	=
	0.872 + ε27

	· Y.1b
	=
	λ28 Y + ε28

	Y.1b
	=
	0.878 + ε28

	· Y.2a
	=
	λ29 Y + ε29

	Y.2a
	=
	0.867 + ε29

	· Y.2b
	=
	λ30 Y + ε30

	Y.2b
	=
	0.875 + ε30

	· Y.3a
	=
	λ31 Y + ε31

	Y.3a
	=
	0.869 + ε31

	· Y.3b
	=
	λ32 Y+ ε32

	Y.3b
	=
	0.867 + ε32

	· Y.4a
	=
	λ33 Y + ε33

	Y.4a
	=
	0.863 + ε33

	· Y.4b
	=
	λ34 Y + ε34

	Y.4b
	=
	0.861 + ε34


Hal ini berarti bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) dalam penelitian ini diwujudkan oleh selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Y.1a) sebesar 0.872, sering salah dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan karena kurang memahami peraturan perpajakan (Y.1b) sebesar 0.878, selalu membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi dan denda keterlambatan (Y.2a) sebesar 0.867, sering terlambat membayar pajak karena kurang memperhatikan batas waktu pembayaran (Y.2b) sebesar 0.875, selalu mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak pernah melakukan pelanggaran (Y.3a) sebesar 0.869, pernah melanggar peraturan perpajakan karena kurang memahami ketentuan yang berlaku (Y.3b) sebesar 0.867, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum di bidang perpajakan sehingga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana (Y.4a) sebesar 0.863. pernah menghadapi masalah hukum di bidang perpajakan akibat ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak (Y.4b) sebesar 0.861.
Selanjutnya akan dibuat persamaan model variabel (inner model) berdasarkan tabel 4.11 di atas sebagai berikut.
Y : α1X1 + α2X2 + α3X3 + ε34
Y : 0.308X1 + 0.320X2 + 0.364X3 + ε34
Persamaan model variabel dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah fenomena, antara lain sebagai berikut.
Pengaruh pemahaman self assessment system (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,308 dengan arah pengaruh positif. Artinya, dengan asumsi variabel lain konstan, setiap peningkatan dalam penerapan self Assessmenta system akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,308. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan self assessment system memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.
Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, hubungan antara pelayanan fiskus (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,320 dengan arah pengaruh positif. Ini berarti, setiap peningkatan dalam kualitas pelayanan fiskus akan menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,320. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan fiskus yang baik mampu memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,364 dengan arah pengaruh positif. Dengan demikian, setiap peningkatan penegakan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,364. Ini menandakan bahwa keberadaan sanksi pajak yang tegas berperan penting dalam mendorong wajib pajak agar patuh terhadap ketentuan perpajakan.
[bookmark: _Toc209312119]4.3.3 	Pengujian Model (Inner Model)
Inner model merupakan model struktural yang menghubungkan antar variabel laten yang menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian (Mardani et al., 2024).
Uji R-Square (R²) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada suatu model penelitian. Nilai R-Squares 0,75, 0,50, 0,25 dapat disimpulkan bahawa model kuat, moderat dan lemah. Hasil dari PLS R-Squares merepresentasikan jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model Semakin tinggi nilai R², semakin kuat kemampuan model dalam menjelaskan hubungan tersebut, sehingga model dianggap baik.
Tabel 4.12 R-Squares (R2)
	Variabel
	R-square adjusted

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.975


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Tabel 4.12 di atas diperoleh model struktural R-Square adjusted memiliki kriteria kuat dengan nilai 0.975 yang menunjukkan bahwa konstruk Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan 97,5% melalui konstruk Pemahaman Self Assessment System, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak, sedangkan sisanya yaitu 2,5% dijelaskan melalui variabel lain di luar model. 

[bookmark: _Toc209312120]Hasil Pengujian Hipotesis
Metode bootstrapping digunakan untuk menguji pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen. Hasil dari proses kalkulasi dengan metode bootstrapping yaitu:
[image: ]
Gambar 4.2 Kalkulasi Bootsirapping
Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Tabel 4.13 Path Coefficient
	 
	Original sample (O)
	Sample mean (M)
	Standard deviation (STDEV)
	T statistics (|O/STDEV|)
	P values

	
	
	
	
	
	

	Pemahaman Self Assessment System (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.308
	0.306
	0.044
	7.058
	0.000

	Pelayanan Fiskus (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.320
	0.319
	0.042
	7.634
	0.000

	Sanksi Pajak (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.364
	0.367
	0.045
	8.026
	0.000


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel 4.13, maka penjelasan hubungan antar variabel laten akan dijelaskan sebagai berikut:
1. H1 : Pemahaman self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan nilai p-value 0.000 lebih kecil dari 0,05 kemudian nilai original sample (o) 0.308 lebih besar dari 0,  yang berarti pemahaman self assessment system berpengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
2. H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan nilai p-value 0.000 lebih kecil dari 0,05 kemudian nilai original sample (o) 0.320 lebih besar dari 0,  yang berarti pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
3. H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan nilai p-value 0.000 lebih kecil dari 0,05 kemudian nilai original sample (o) 0.364 lebih besar dari 0,  yang berarti sanksi pajak berpengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.
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Untuk memulai pembahasan, terlebih dahulu akan disajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis, yang ditampilkan pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis
	 
	Hipotesis
	Keterangan

	H1
	Pemahaman self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Diterima

	H2
	Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Diterima

	H3
	Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Diterima


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
[bookmark: _Toc209312122]4.5.1 	Pengaruh Pemahaman Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemahaman self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda, yang ditunjukkan dengan nilai original sampel sebesar (0.308) dengan nilai p-value (0.000 < 0,05). Self assessment system berpengaruh positif signifikan yang dimaksud adalah semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
Hasil penelitian di atas didukung dengan jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,22% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan mereka sebagai wajib pajak sudah mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan memiliki NPWP. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa mayoritas wajib pajak telah mendaftarkan diri secara resmi dan memiliki NPWP sebagai identitas administrasi perpajakan. Kemudian jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,81% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa pada umumnya wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan, sehingga kesalahan perhitungan dapat diminimalkan. Lalu jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,41% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan selalu menyetor pajak yang terutang tepat waktu. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan  bahwa wajib pajak secara umum disiplin dalam menyetorkan pajak yang telah wajib pajak hitung, sehingga kepatuhan material dalam pembayaran pajak dapat tercapai dengan baik. Dan jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 75,79% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan selalu melaporkan penyetoran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa wajib pajak menyadari pentingnya pelaporan melalui SPT sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir dari kewajiban perpajakan yang telah wajib pajak lakukan. 
Pemahaman yang baik mengenai self assessment system dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Perlu diketahui bahwa sistem ini pada dasarnya menuntut wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara mandiri, seperti mendaftarkan diri, menghitung besarnya pajak yang terutang, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkan Kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan pemahaman yang baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan mampu melaksanakan setiap tahapan tersebut secara benar, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan baik itu dalam perhitungan maupun dalam pelaporan. Pemahaman ini juga membuat wajib pajak untuk lebih percaya diri dan juga bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya karena wajib pajak mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan serta konsekuensi apa yang mungkin akan timbul jika wajib pajak tidak patuh. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman menjadi kunci penting bagi keberhasilan pemahaman sistem self assessment. Wajib pajak yang memahami prosedur dengan baik tidak hanya memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, tetapi juga membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak. Hal ini juga sekaligus membentuk budaya kepatuhan yang berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pembangunan negara.
Dengan pemahaman terhadap self assessment system yang memadai maka akan berdampak sebagai penunjang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman self assessment system akan membantu wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan umum serta tata cara perpajakan, khususnya dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar. Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam urusan administrasi perpajakan untuk melaksanakan kewajibannya. Lalu, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak juga akan membantu wajib pajak untuk mengetahui dan memahami hak-hak apa saja yang bisa dimiliki oleh wajib pajak, serta mengetahui dan memahami kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman ini berguna agar wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan yang akan diberikan jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Selain itu, pemahaman mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan dapat mengurangi kesalahan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT, menghitung jumlah pajak terutang, serta menyetorkan pajak. Dengan pemahaman self assessment system yang memadai oleh wajib pajak, maka juga akan memberikan dampak yang baik pula kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena dapat meningkatkan penerimaan pajak, mengingat wajib pajak mengaplikasikan pemahamannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara, sehingga diperkirakan penerimaan pajak akan terus meningkat setiap tahunnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berusaha untuk memenuhi aspirasi wajib pajak dengan memudahkan dalam pelaporan SPT yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda dapat dilakukan dengan cara, yaitu  memperluas edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak. Masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang belum memahami prosedur perpajakan secara menyeluruh, maka rentan untuk melakukan kesalahan dalam pendaftaran, penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Sehingga, sosialisasi melalui seminar, penyuluhan, maupun pemanfaatan media digital seperti website, aplikasi, dan media sosial perlu ditingkatkan. Dengan edukasi yang intensif, diharapkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem self assessment akan semakin baik, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar, tepat waktu, dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, wajib pajak juga dapat meningkatkan kepatuhannya dengan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk mendukung pembangunan negara. Wajib pajak perlu secara aktif mencari informasi mengenai prosedur perpajakan, baik melalui sosialisasi, media digital, maupun bertanya langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bila mengalami kesulitan. Selain itu, wajib pajak harus membiasakan diri untuk tertib dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Sikap jujur, disiplin, serta rasa tanggung jawab juga perlu ditanamkan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan dengan benar. Dengan demikian, kepatuhan bukan hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran bahwa pajak adalah kontribusi nyata untuk kesejahteraan bersama.
[bookmark: _Hlk207476627]Hasil penelitian ini juga sejalan dengan komponen behavioral beliefs dalam theory of planned behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku dibentuk oleh keyakinan individu mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut. Wajib pajak yang memiliki keyakinan bahwa memahami dengan baik sistem self assessment akan meyakini bahwa perilaku patuh, seperti mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara benar, akan memberikan konsekuensi berupa ketenangan,  terhindar dari sanksi, dan kepastian hukum. Keyakinan positif ini kemudian mendorong mereka untuk memiliki sikap yang lebih taat terhadap aturan perpajakan. 
Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Bahir et al., (2022) di Denpasar Timur, Deni & Aidil (2023) di Jakarta , Safitri & Atmaja (2024) di Kosambi Tangerang, Berly Tehuayo et al., (2023) di Ambon, dan Yuesti et al., (2023) di Gresik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman self assessment system memiliki pengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap sistem self assessment, maka  semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak lebih mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan dan berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan.
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Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda, yang ditunjukkan dengan nilai original sampel sebesar (0.320) dengan nilai p-value (0.000 < 0,05). Pelayanan fiskus  berpengaruh positif signifikan yang dimaksud adalah semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, seperti kemudahan akses informasi, responsivitas, serta sikap ramah, maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian di atas didukung dengan jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,56% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan selalu mendapatkan pelayanan yang andal dan akurat dari fiskus dalam setiap urusan perpajakan. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa pelayanan fiskus di KPP Pratama Samarinda relatif andal dan tidak menimbulkan kendala yang signifikan bagi wajib pajak. Kemudian jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 73,83% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan merasa aman dan percaya karena fiskus memberikan jaminan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa wajib pajak merasa pelayanan fiskus sudah berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai aturan, sehingga menumbuhkan rasa aman serta kepercayaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Lalu jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 73,77% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan merasa puas karena fiskus selalu merespon pertanyaan dan kebutuhan dengan cepat dan tanggap. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa fiskus cukup responsif dalam memberikan pelayanan, baik dalam menjawab pertanyaan maupun memberikan solusi atas kendala yang dihadapi. Kemudian jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,36% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan merasa dihargai karena fiskus melayani dengan ramah dan memahami kebutuhan wajib pajak. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa wajib pajak merasa bahwa fiskus bersikap ramah, peduli, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Dan jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,90% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan merasa nyaman dengan fasilitas dan sarana di kantor pajak yang bersih, rapi, serta didukung oleh teknologi yang memadai. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai, nyaman, dan mendukung pelayanan perpajakan. 
Pelayanan fiskus yang diberikan oleh aparat pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Layanan yang ramah, cepat, tepat, dan responsif tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga mampu membangun rasa percaya terhadap institusi perpajakan. Ketika petugas pajak bersikap sopan, komunikatif, serta mampu menjawab pertanyaan wajib pajak dengan jelas, maka akan timbul perasaan dihargai dan diperhatikan. Hal ini secara tidak langsung menumbuhkan motivasi internal bagi wajib pajak untuk lebih taat, karena mereka merasa terbantu dan tidak dipersulit. Selain itu, pelayanan yang responsif dalam menyelesaikan masalah atau memberikan solusi atas kendala yang dihadapi membuat wajib pajak lebih nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan, terutama mengingat aturan perpajakan sering kali dianggap kompleks dan sulit dipahami. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas, wajib pajak lebih terdorong untuk patuh, baik dalam hal melaporkan SPT tepat waktu maupun menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti e-Filing, e-Billing, dan layanan digital lainnya, menjadi solusi penting agar proses administrasi lebih cepat, efisien, dan transparan. Dengan pelayanan fiskus yang baik, akan terbentuk hubungan yang harmonis antara wajib pajak dengan otoritas pajak, di mana kepatuhan tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban yang dijalankan secara sukarela dengan penuh kesadaran.
Dengan pelayanan fiskus yang baik maka akan berdampak sebagai pendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang ramah, cepat, dan responsif akan membantu wajib pajak mengetahui serta memahami prosedur dan ketentuan perpajakan dengan lebih mudah. Pemahaman wajib pajak terhadap hak-haknya semakin meningkat ketika mereka dilayani dengan baik, misalnya mendapatkan informasi yang jelas terkait tarif pajak, batas waktu pelaporan, maupun tata cara penyampaian SPT. Selain itu, pelayanan fiskus yang profesional juga akan membuat wajib pajak lebih percaya bahwa administrasi perpajakan berjalan sesuai aturan, sehingga mereka terdorong untuk patuh dalam mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Pelayanan fiskus yang responsif juga dapat mengurangi kesalahan wajib pajak, karena pertanyaan dan kendala yang dihadapi wajib pajak bisa segera dijawab dan dibantu penyelesaiannya. Dengan adanya pelayanan fiskus yang memadai, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan berdampak baik pula bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), karena penerimaan negara dapat optimal. Pajak yang terkumpul dari kepatuhan wajib pajak ini pada akhirnya menjadi salah satu sumber penting pendanaan negara yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda dapat dilakukan dengan menekankan pentingnya optimalisasi kualitas pelayanan berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan efisien, misalnya melalui penyempurnaan sistem e-Filing, e-Billing, maupun aplikasi perpajakan yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, peningkatan keterampilan petugas pajak dalam memberikan layanan langsung juga tetap penting, karena interaksi tatap muka yang ramah, jelas, dan profesional akan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dari sisi wajib pajak, masyarakat perlu lebih inisiatif dalam mencari informasi, mempelajari prosedur perpajakan, serta membiasakan diri untuk tertib dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Kesadaran, kejujuran, dan rasa tanggung jawab wajib pajak menjadi kunci agar kepatuhan tidak hanya didorong oleh adanya sanksi, tetapi lahir dari pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara.
Hal ini juga sejalan dengan komponen normative beliefs dalam theory of planned behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa ketika fiskus memberikan pelayanan yang berkualitas, dan informatif menciptakan persepsi bahwa kepatuhan pajak merupakan norma sosial yang bernilai positif dan didukung oleh lingkungan, baik dari petugas pajak maupun sesama wajib pajak. Dengan pelayanan yang baik wajib pajak akan merasa dihargai, dipermudah dan mendapat dukungan, sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk taat.
Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Bahir et al., (2022) di Denpasar Timur, Deni & Aidil (2023) di Jakarta , Safitri & Atmaja (2024) di Kosambi Tangerang, Berly Tehuayo et al., (2023) di Ambon, dan Yuesti et al., (2023) di Gresik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Karena kualitas pelayanan fiskus yang baik mampu membangun persepsi positif wajib pajak. Dengan adanya pelayanan yang ramah, cepat, dan responsive, maka wajib pajak akan merasa lebih dihargai dan dimudahkan, sehingga hal tersebut mendorong wajib pajak untuk taat. Faktor pelayanan fiskus menjadi penting karena kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh aspek internal wajib pajak, tetapi juga oleh pengalaman interaksi wajib pajak.
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Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribaadi pada KPP Pratama Samarinda, yang ditunjukkan dengan nilai original sampel sebesar (0.364) dengan nilai p-value (0.000 < 0,05). Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan yang dimaksud adalah dengan keberadaan sanksi, baik administrasi maupun pidana terbukti efektif dalam menciptakan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk taat pada ketentuan perpajakan. 
Hasil penelitian di atas didukung dengan jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,85% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan keterlambatan dalam melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi agar wajib pajak lebih disiplin. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa wajib pajak menyadari pentingnya penerapan sanksi sebagai alat pengendali yang mampu mendorong kedisiplinan. Kemudian jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,66% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan sanksi pajak diterapkan dengan adil dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa setiap wajib pajak diperlakukan sama tanpa pilih kasih, dan pelaksanaan sanksi benar-benar mengikuti aturan yang berlaku. Lalu jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,12% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan percaya bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingginya persentase tersebut sekaligus mencerminkan bahwa sebagian besar wajib pajak meyakini bahwa sanksi pajak yang diterapkan secara tegas berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dan jawaban responden yang menunjukkan bahwa lebih dari 74,27% menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan  yakin bahwa penghapusan sanksi tertentu, seperti penghapusan denda administrasi dapt mendorong untuk lebih patuh. Tingginya persentase tersebut sekaligus menceminkan bahwa kebijakan keringanan sanksi dianggap mampu memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya. 
Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten dapat memberikan sinyal yang kuat bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan perpajakan akan mendapatkan konsekuensi. Kondisi ini menimbulkan efek jera bagi wajib pajak, karena wajib pajak menyadari bahwa ketidakpatuhan, baik berupa keterlambatan pelaporan, kesalahan perhitungan, maupun kelalaian dalam pembayaran, akan menimbulkan kerugian finansial seperti denda, bunga, atau bahkan kenaikan pajak yang harus dibayarkan. Selain kerugian materi, terdapat pula ancaman konsekuensi hukum berupa sanksi pidana bagi pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, yang semakin memperkuat alasan bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan. Kesadaran terhadap risiko inilah yang akhirnya membuat banyak wajib pajak memilih untuk patuh, karena biaya yang ditanggung akibat melanggar lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh dari ketidakpatuhan. Dengan demikian, sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pengendali perilaku, yang memastikan bahwa wajib pajak tetap berada pada jalur kepatuhan. Penyebab utama hasil penelitian ini adalah karena sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, di mana pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam sistem seperti ini, peranan sanksi menjadi sangat penting sebagai alat pengawas eksternal, untuk menutup celah kecurangan dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dijalankan dengan disiplin.
Dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan konsisten maka akan berdampak sebagai pendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi yang adil sesuai ketentuan akan membantu wajib pajak memahami bahwa setiap kelalaian atau pelanggaran memiliki konsekuensi hukum, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pemahaman tentang sanksi keterlambatan, denda administrasi, maupun sanksi pidana perpajakan membuat wajib pajak semakin disiplin dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Keberadaan sanksi ini juga mengurangi peluang wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, karena mereka menyadari risiko kerugian yang lebih besar jika tidak patuh. Dengan memahami bahwa sanksi merupakan bentuk pengawasan negara, wajib pajak akan terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara benar sehingga kepatuhan dapat tercapai. Penerapan sanksi pajak yang efektif tidak hanya meningkatkan kedisiplinan wajib pajak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), karena penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara signifikan. Pajak yang terkumpul menjadi sumber utama pembiayaan negara yang terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Samarinda dapat dilakukan dengan cara penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Efektivitas sanksi terletak pada kepastian hukum dan penerapan yang tidak diskriminatif, sehingga wajib pajak benar-benar merasakan bahwa setiap pelanggaran akan mendapat konsekuensi yang sepadan. Penerapan sanksi yang tegas namun adil akan menumbuhkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sekaligus menjaga kepercayaan wajib pajak bahwa aturan perpajakan dapat ditegakkan. Selain itu, pemberian sanksi sebaiknya tetap diimbangi dengan pendekatan edukatif, sehingga wajib pajak memahami bahwa sanksi bukan hanya hukuman, tetapi juga sarana pembelajaran agar lebih disiplin. Dari sisi masyarakat, wajib pajak perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan pajak bukan hanya karena adanya sanksi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab untuk mendukung pembangunan negara. Wajib pajak juga dituntut aktif mencari informasi, mempelajari prosedur perpajakan, serta membiasakan diri untuk tertib dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Dengan kombinasi antara edukasi, pelayanan prima, penegakan sanksi konsisten, serta kesadaran masyarakat, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara berkelanjutan dan mampu mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.
Hal ini juga sejalan dengan komponen control beliefs dalam theory of planned behavior (Ajzen 1991), yang menyatakan bahwa wajib pajak yang menyadari setiap pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif maupun pidana, akan merasa memiliki kendali terhadap tindakannya, yakni dengan memilih berperilaku taat agar terhindar dari kerugian akibat sanksi. Apabila sanksi diterapkan secara jelas, adil, dan konsisten, maka keyakinan kontrol wajib pajak akan semakin kuat sehingga meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Namun, sebaliknya jika sanksi dianggap tidak adil atau diterapkan tidak konsisten, maka keyakinan kontrol melemah dan kepatuhan pun dapat menurun.
Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Bahir et al., (2022) di Denpasar Timur, Deni & Aidil (2023) di Jakarta , Safitri & Atmaja (2024) di Kosambi Tangerang, Berly Tehuayo et al., (2023) di Ambon, dan Yuesti et al., (2023) di Gresik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya keberadaan sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang jelas, adil, dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat mengendalikan perilakunya untuk menghindari konsekuensi negatif. Dengan demikian, semakin tegas penerapan sanksi maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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Dari rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Pemahaman self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan, mulai dari mendaftar, menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak merupakan kunci utama dalam mendorong kepatuhan.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda. Kualitas pelayanan yang baik, ramah, cepat, responsif, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak. Dengan demikian, pelayanan fiskus menjadi faktor eksternal penting yang mendorong wajib pajak lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda. Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten memberikan efek jera dan menjadi instrumen pengendali perilaku wajib pajak agar tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegah pelanggaran dan penegak kepastian hukum.
[bookmark: _Toc209312128]5.2		Saran 
1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Samarinda, perlu memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme self assessment system, baik melalui seminar, penyuluhan langsung, maupun pemanfaatan media digital agar wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban perpajakannya. Selain itu, optimalisasi layanan berbasis teknologi seperti e-Filing, e-Billing, dan aplikasi perpajakan perlu terus dikembangkan agar proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Penerapan sanksi pajak juga sebaiknya dilakukan secara tegas, konsisten, dan adil, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran wajib pajak bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang sesuai.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi, disarankan untuk lebih aktif meningkatkan literasi perpajakan melalui pemanfaatan sumber informasi resmi, memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia, serta menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan negara.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, keadilan sistem perpajakan, maupun sosialisasi pajak, serta memperluas objek penelitian ke wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
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Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan dan kerjasama untuk mengisi kuesioner ini.
Hormat saya,
                                                                                                      Peneliti


Rizka Amelia
A. Identitas Responden
1. Nama
2. Jenis Kelamin
a. Laki-laki			b. Perempuan 
3. Umur
a. 20 - 25 tahun		d. 36 – 40 tahun
b. 26 – 30 tahun		e. > 40 tahun
c. 31 – 35 tahun
4. Memiliki NPWP
a. Ya				b. Tidak
5. Pernah Mengunjungi KPP Pratama Samarinda
a. Ya		b. Tidak
6. Pendidikan Terakhir
a. SMA			c. Sarjana
b. Diploma			d. Lainnya…
7. Pekerjaan
a. PNS			c. Wirausaha
b. Swasta			d. Lainnya…
8. Kecamatan
a. Loa Janan	f. Samarinda Ilir
b. Palaran 	g. Samainda Kota
c. Samarinda Seberang	h. Samarinda Utara
d. Samarinda Ulu	i. Sambutan
e. Sungai Kunjang	j. Sungai Pinang

B. Petunjuk Pengisisan
Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk menjawab pernyataan dengan memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan maupun pemahaman Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut;


	Keterangan
	Positif (+)
	Negatif (-)

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1
	5

	Tidak Setuju (TS)
	2
	4

	Netral (N)
	3
	3

	Setuju (S)
	4
	2

	Sangat Setuju (SS)
	5
	1



C. [bookmark: _Hlk208584106]Pernyataan
1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
a. Pernyataan Positif
	[bookmark: _Hlk181693644]Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	Y.1a
	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	Y.2a
	Saya selalu membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi dan denda keterlambatan.
	
	
	
	
	

	Y.3a
	Saya selalu mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
	
	
	
	
	

	Y.4a
	Saya tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum di bidang perpajakan sehingga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
	
	
	
	
	



b. Pernyataan Negatif
	[bookmark: _Hlk181694416]Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	Y.1b
	Saya sering salah dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan karena kurang memahami peraturan perpajakan.
	
	
	
	
	

	Y.2b
	Saya sering terlambat membayar pajak karena kurang memperhatikan batas waktu pembayaran.
	
	
	
	
	

	Y.3b
	Saya pernah melanggar peraturan perpajakan karena kurang memahami ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	Y.4b
	Saya pernah menghadapi masalah hukum di bidang perpajakan akibat ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.
	
	
	
	
	






2. Pemahaman Self Assessment System (X1)
a. Pernyataan Positif
	[bookmark: _Hlk181694542]Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	X1.1a
	Saya telah mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	X1.2a
	Saya selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	X1.3a
	Saya selalu menyetor pajak yang terutang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah saya hitung.
	
	
	
	
	

	X1.4a
	Saya selalu melaporkan penyetoran pajak saya kepada Direktur Jenderal Pajak melalui SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	
	



b. Pernyataan Negatif
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	X1.1b
	Saya belum mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak dan belum memiliki NPWP.
	
	
	
	
	

	X1.2b
	Saya sering salah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang karena kurang memahami aturan perpajakan.
	
	
	
	
	

	X1.3b
	Saya menunda atau bahkan tidak menyetor pajak yang seharusnya saya bayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
	
	
	
	
	

	X1.4b
	Saya tidak melaporkan penyetoran pajak saya kepada Direktur Jenderal Pajak meskipun sudah melakukan pembayaran.
	
	
	
	
	



3. Pelayanan Fiskus (X2)
a. Pernyataan Positif
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	X2.1a
	Saya selalu mendapatkan pelayanan yang andal dan akurat dari fiskus dalam setiap urusan perpajakan saya.
	
	
	
	
	

	X2.2a
	Saya merasa aman dan percaya karena fiskus memberikan jaminan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	X2.3a
	Saya merasa puas karena fiskus selalu merespons pertanyaan dan kebutuhan saya dengan cepat dan tanggap.
	
	
	
	
	

	X2.4a
	Saya merasa dihargai karena fiskus melayani dengan ramah dan memahami kebutuhan saya.
	
	
	
	
	

	X2.5a
	Saya merasa nyaman dengan fasilitas dan sarana di kantor pajak yang bersih, rapi, serta didukung oleh teknologi yang memadai.
	
	
	
	
	



b. Pernyataan Negatif
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	X2.1b
	Saya sering mengalami kesalahan atau keterlambatan dalam pelayanan fiskus yang membuat urusan perpajakan saya terganggu.
	
	
	
	
	

	X2.2b
	Saya merasa ragu dan kurang percaya terhadap pelayanan fiskus karena kurangnya kejelasan dalam informasi yang diberikan.
	
	
	
	
	

	X2.3b
	Saya merasa kesulitan mendapatkan jawaban atau bantuan karena fiskus lambat dalam merespons pertanyaan saya.
	
	
	
	
	

	X2.4b
	Saya merasa kurang diperhatikan karena fiskus tidak memberikan pelayanan yang ramah dan cenderung kurang peduli terhadap kebutuhan saya.
	
	
	
	
	

	X2.5b
	Saya merasa kurang nyaman karena fasilitas di kantor pajak kurang memadai dan tidak terawat dengan baik.
	
	
	
	
	



4. Sanksi Pajak (X3)
a. Pernyataan Positif
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	X3.1a
	Saya setuju bahwa keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
	
	
	
	
	

	X3.2a
	Saya menilai penerapan sanksi sudah dilakukan dengan tegas dan adil.
	
	
	
	
	

	X3.3a
	Saya berpendapat bahwa sanksi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
	
	
	
	
	

	X3.4a
	Saya berpendapat bahwa penghapusan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
	
	
	
	
	




b. Pernyataan Negatif
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	X3.1b
	Saya tidak setuju jika keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak dikenai sanksi.
	
	
	
	
	

	X3.2b
	Saya menilai penerapan sanksi belum dilakukan dengan tegas dan adil.
	
	
	
	
	

	X3.3b
	Saya berpendapat bahwa sanksi tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
	
	
	
	
	

	X3.4b
	Saya berpendapat bahwa penghapusan sanksi tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
	
	
	
	
	




Lampiran 2 Rekapitulasi Jawaban Responden
https://bit.ly/rekapitulasijawabanresponden



Lampiran 3 Analisis Data Responden
Jenis Kelamin Ressponden
	No.
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase (%)

	1.
	Laki-laki
	794
	77,7

	2.
	Perempuan
	228
	22,3

	Jumlah
	1.022
	100



Usia Responden
	No.
	Usia
	Jumlah
	Persentase (%)

	1.
	20 - 25 tahun
	271
	26,5

	2.
	26 - 30 tahun
	413
	40,4

	3.
	31 - 35 tahun
	326
	31,9

	4.
	36 - 40 tahun
	12
	1,2

	5.
	> 40 tahun
	0
	0

	Jumlah
	1.022
	100



Pendidikan Responden
	No.
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah
	Persentase (%)

	1.
	SD
	3
	0,3

	2.
	SMP
	15
	1,5

	3.
	SMA
	371
	36,3

	4.
	Diploma
	280
	27,4

	5.
	Sarjana
	353
	34,5

	Jumlah
	1.022
	100



Pekerjaan Responden
	No.
	Pekerjaan
	Jumlah
	Persentase (%)

	1.
	PNS
	269
	26,3

	2.
	Swasta
	443
	43,4

	3.
	Wirausaha
	306
	29,9

	4.
	Lainnya
	4
	0,4

	Jumlah
	1.022
	100





Lampiran 4 Analisis Data PLS
Konseptualisasi Model
[image: ]
Loading Factors
[image: ]
Outer Loadings
[image: ]

Construct Reliability and Validity
[image: ]

R-Square
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Discriminant Validity
[image: ]

Bootsrapping
[image: ]


Path Coefficients
[image: ]

Uji Hipotesis
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Variabel Indikator

Outer Loadings

Keterangan

X1.1a 0.881 > 0,70

X1.1b 0.882 > 0,71

X1.2a 0.858 > 0,72

X1.2b 0.86 > 0,73

X1.3a 0.865 > 0,74

X1.3b 0.864 > 0,75

X1.4a 0.862 > 0,76

X1.4b 0.872 > 0,77

X2.1a 0.882 > 0,78

X2.1b 0.873 > 0,79

X2.2a 0.865 > 0,80

X2.2b 0.869 > 0,81

X2.3a 0.858 > 0,82

X2.3b 0.871 > 0,83

X2.4a 0.872 > 0,84

X2.4b 0.87 > 0,85

X2.5a 0.852 > 0,86

X2.5b 0.863 > 0,87
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X3.4b 0.875 > 0,95

Y.1a 0.872 > 0,96

Y.1b 0.878 > 0,97

Y.2a 0.867 > 0,98

Y.2b 0.875 > 0,99

Y.3a 0.869 > 0,100

Y.3b 0.867 > 0,101

Y.4a 0.863 > 0,102

Y.4b 0.861 > 0,103
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Variabel Cronbach's alpha Composite reliability (rho_a)Composite reliability (rho_c) Average variance extracted (AVE)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.954 0.954 0.961 0.755

Pemahaman Self Assessment 

System (X1)

0.953 0.953 0.961 0.753

Pelayanan Fiskus (X2) 0.963 0.964 0.968 0.753

Sanksi Pajak (X3) 0.953 0.953 0.96 0.752
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R-square R-square adjusted

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.975 0.975
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Pemahaman Self Assessment System (X1) -> Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y)

0.308 0.306 0.044 7.058 0.000
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